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ABSTRAK

Dalam kegiatan bermuamalah, Islam telah memberikan peraturan-
peraturan dengan sebaiknya agar terciptanya kegiatan bermuamalah yang sesuai
dengan ajaran Islam. Salah satu bentuk muamalah yang sering ditemui dalam
kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Seiring perkembangan zaman, muncullah
berbagai bentuk jual beli, salah satunya adalah jual beli pohon sagu dengan sistem
Pajak (ljon) seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sendanu Darul
Ihsan. Namun terdapat Hadits Rasulullah SAW yang melarang untuk
memperjualbelikan tanaman maupun buah yang belum layak untuk dipanen
dikarenakan mengandung unsur gharar.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem Pajak (ljon)
pohon sagu yang terjadi di Desa Sendanu Darul Ihsan (Studi Kasus di Desa
Sendanu Darul lhsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan
Meranti) dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem Pajak (ljon)
pohon sagu yang terjadi di Desa Sendanu Darul lhsan (Studi Kasus di Desa
Sendanu Darul lhsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan
Meranti).

Penelitian ini  menggunakan metode normatif-empiris. Serta sifat
penelitian ini adalah deskriptif analitis, sedangkan untuk alat pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang berkenan
dengan sistem Pajak (ljon) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan
Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditinjau dari Hukum
Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Pajak (ljon) pohon sagu di
Desa Sendanu Darul Ihsan, yaitu dilakukan pada saat pohon sagu belum layak
untuk dipanen, masih muda dan belum bisa dimanfaatkan yang mana pohon sagu
dijual ke Tauke (pembeli) namun waktu penebangan pohon ditangguhkan hingga
pohon sagu sudah layak untuk ditebang. Cara Tauke menghitung harga Pajak
pohon sagu yaitu sesuka hati Tauke saja yang mana lebih mengutamakan
keuntungan yang ia peroleh. Apabila terjadi musibah seperti kebakaran dan diusik
oleh hama selama proses sistem Pajak berdasarkan kesepakatan, apabila pohon
sagu yang terkena musibah itu belum layak untuk dipanen maka harus diganti
oleh si penjual (pemajak) dengan pohon yang baru. Hal ini akan membuat proses
sistem Pajak pohon sagu semakin lama dalam jangka waktu bertahun-tahun.
Pelaksanaan sistem Pajak pohon sagu yang terjadi di Desa Sendanu Darul lhsan
ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan ada syarat jual beli yang
belum terpenuhi yaitu dari segi ijab kabul dan ma ’qud alaih sehingga jual beli ini
batal hukumnya atau tidak sah, serta jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang
oleh hukum Islam yang meliputi jual beli muhagalah yang terdapat unsur gharar
di dalamnya.

Kata kunci : Jual beli, sistem Pajak, hukum Islam.



ABSTRACT

In muamalah activities, Islam has provided the best possible regulations
for the creation of muamalah activities in accordance with Islamic teachings. One
form of muamalah that is often encountered in everyday life is buying and selling.
Along with the times, various forms of buying and selling have emerged, one of
which is the sale and purchase of sago trees with the Pajak system (ljon) as
practiced by the people in Sendanu Darul Ihsan Village. However, there is a
Hadith of the Prophet Muhammad which forbids the sale of plants and fruits that
are not yet suitable for harvesting because they contain elements of gharar.

The main problem in this study is how the Pajak system (ljon) for sago
trees occurs in Sendanu Darul Ihsan Village (Case Study in Sendanu Darul lhsan
Village, Tebing Tinggi Timur District, Meranti Islands Regency) and how Islamic
law reviews the Pajak system (ljon) sago tree that occurred in Sendanu Darul
Ihsan Village (Case Study in Sendanu Darul lhsan Village, East Tebing Tinggi
District, Meranti Islands Regency).

This study uses a normative-empirical method. As well as the nature of
this research is analytical descriptive, while the data collection tool in this study
is through interviews and documentation related to the sago tree Pajak system
(ljon) in Sendanu Darul Ihsan Village, Tebing Tinggi Timur District, Meranti
Islands Regency which is viewed from Islamic Law .

The results of this study indicate that the Pajak system (Ijon) for sago trees
in Sendanu Darul Ihsan Village, which is carried out when the sago trees are not
suitable for harvesting, are still young and cannot be utilized, where the sago
trees are sold to the Tauke (buyer) but the time of tree felling is postponed. until
the sago tree is fit for cutting. The way the Tauke calculates the Pajak price for
the sago tree is that the Tauke prefers the profit he gets. If a disaster occurs such
as a fire and is disturbed by pests during the Pajak system process based on an
agreement, if the sago tree affected by the disaster is not yet suitable for
harvesting, it must be replaced by the seller (pemajak) with a new tree. This will
make the process of the sago tree Pajak system longer over the years. The
implementation of the sago tree Pajak system that occurred in the village of
Sendanu Darul Thsan is not in accordance with Islamic law. This is because there
are buying and selling conditions that have not been fulfilled, namely in terms of
consent and ma'qud alaih so that this sale and purchase is null and void, and this
sale and purchase includes buying and selling which is prohibited by Islamic law
which includes buying and selling muhagalah which contains elements gharar in
it.

Keywords: buying and selling, Pajak system, Islamic law.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia saling membutuhkan sesamanya, pada
kehidupannya manusia tidak bisa terlepas dari hubungannya dengan segala
keperluannya. Oleh sebab itu, manusia juga disebut Zoon Politicon (makhluk
sosial), karena untuk memenuhi keperluannya untuk keberlangsungan hidupnya
dibutuhkan interaksi antar sesama manusia. Di dalam Islam muamalah merupakan

hubungan yang mengatur antar sesama manusia.

Muamalah adalah aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur kehidupan
manusia dengan hal yang berkaitan pada urusan duniawi ketika berinteraksi sosial
(Ghazali, 2012). Dalam kegiatan bermuamalah, Islam telah memberikan
peraturan-peraturan dengan sebaiknya agar terciptanya kegiatan bermuamalah
yang sesuai dengan ajaran Islam. Jual beli ialah bagian dari sekian banyak

diantara kegiatan bermuamalah yang di dalam Islam diatur secara lengkap.

Dalam istilah figih, jual beli yaitu al-ba’i yang artinya menjual,
mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal al-ba’i dalam bahasa Arab
dipergunakan untuk pengertian lawannya, yakni asy-syira’ (beli). Maka dari itu,
kata al-ba i artinya jual sekaligus juga beli (Fagih, 2018). Allah berfirman dalam

QS. An-Nisa: 29, yang berbunyi :

a2l B8 5aa (s 4 Y Sty Ak a0 a1 o165 ¥ 1 siaT Gl sl



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisa: 29)

Menurut Imam Hanafi jual beli adalah pertukaran harta atau barang
dengan cara tertentu dengan nilai dan manfaat barang setara dan membawa
manfaat bagi masing-masing pihak (Mustofa, 2015, p. 21). Hikmah jual beli itu
sendiri yakni untuk menginformasikan adanya pertukaran manfaat antara manusia
dan mewujudkan tolong menolong. Dengan adanya jual beli maka tatanan
kehidupan manusia menjadi teratur dan setiap orang bangkit untuk mewujudkan

aspek kehidupan ini (Khosyi'ah, 2014, p. 71).

Pada figh muamalah, transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat,
barang yang diperjualbelikan haruslah benar-benar halal dan tidak mengandung
unsur-unsur yang dilarang dan tidak boleh diperjualbelikan oleh Allah SWT. Hal
ini dapat menimbulkan gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan tentang objek
jual beli), ikrah (intimidasi), jahalah (ketidakjelasan yang fatal dan menyebabkan
perselisihan), tauqit (waktu transaksi jual beli terbatas), dlarar (bahaya atau
kerugian yang diterima penjual ketika objek barang diserahkan) (Djuwaini, 2015,

pp. 79-80).



Praktik jual beli yang terjadi dalam masyarakat pada zaman ini sudah
ramai yang melenceng dari ketentuan syara’ dan terdapat beraneka ragam jenis
jual beli, salah satunya praktik jual beli pohon sagu yang terjadi di Desa Sendanu
Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Petani (penjual) setempat memilih untuk menjual pohon sagunya sebelum
waktunya sagu bisa dipanen ke Tauke (pembeli) dikarenakan terdesak duit dan
memenuhi gaya hidupnya, seperti untuk biaya sekolah, berobat, hajatan, melunasi
cicilan, membeli perabot rumah, dan lain-lain. Petani (penjual) yang
membutuhkan uang cepat, maka pilihan yang diambil oleh petani sagu adalah
dengan cara jual beli yang masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan

Pajak.

Pajak yang disebutkan oleh masyarakat setempat adalah praktik jual beli
pohon sagu yang mana pohon sagu dijual sebelum waktu pohon sagu bisa dipanen
di umur yang sangat muda atau belum siap untuk ditebang dan belum bisa
dimanfaatkan yang mana diperjualbelikan dengan harga per batang dan sudah
mendapatkan uang terlebih dahulu namun waktu penebangan ditangguhkan
hingga pohon sagu siap untuk dipanen hingga beberapa tahun kedepan. Dalam
sistem Pajak ini berbeda halnya dengan jual beli pohon sagu dengan sistem biasa,
yang mana jual beli pohon sagu dengan sistem biasa diperjualbelikan ketika
pohon sagu telah siap dipanen dan harga penjualannya dihitungan tual. Tual
adalah potongan-potongan sagu dalam ukuran tertentu dalam satu tual sagu tidak
bisa sembarangan potong, karena ditentukan oleh Tauke (pembeli), pada

umumnya ukuran yang biasa dipakai 105 cm per tual (potong).



Sedangkan dalam sistem Pajak, pohon sagu yang di Pajak itu tidak bisa
langsung ditebang melainkan ditangguhkan waktu penebangannya dikarenakan
belum bisa untuk dipanen dan memiliki perbedaan harga yang jauh berkali lipat
berbeda dengan jual beli pohon sagu pada umumnya. Jual beli pohon sagu dengan
sistem biasa, dijual dengan harga pasaran biasanya satu tual sagu dijual dengan
harga Rp. 45.000 namun bisa juga sampai Rp. 50.000 apabila harga sagu sedang
naik di pasaran. Namun dalam sistem Pajak harga jual pohon sagu sangat murah
karena sagu dibeli oleh tauke dengan hitungan per batang dalam perkiraan harga
Rp. 65.000-100.000 tergantung berapa lama pohon sagu baru bisa dipanen. Pohon
sagu baru bisa dipanen apabila dihitung mulai dari ditanam hingga baru bisa di
panen paling cepat 10 tahun, itupun jika kondisi sagu baik dan tidak terjadi

musibabh.

Dalam jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak pohon sagu yang telah
dijual ke Tauke (pembeli) terserah Tauke untuk kapan memanennya walaupun
sudah masanya untuk ditebang namun Tauke (pembeli) berpikir bahwa sagunya
bisa semakin tinggi, akan tetapi dikhawatirkan pohon sagu yang diperjualbelikan
dengan sistem Pajak ini terjadi kerusakan (kecacatan) dan terjadinya bencana.
Terlebih lagi dengan situasi kebun sagu berada di dalam semak belukar, akan
memungkinkan terjadinya kebakaran. Dalam sistem Pajak apabila terjadi
kebakaran, walaupun telah dibeli oleh Tauke namun tanggung jawab petani sagu
(pemajak) sebagai penjual tetap harus menggantikan pohon sagu yang telah dibeli

Tauke dengan pohon sagu yang baru.



Dalam praktiknya jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak termasuk jual
beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang mana meliputi jual beli
muhagalah. Jual beli muhagalah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih berada
di kebun atau ladang yang belum bisa dipanen, hal ini dilarang karena

mengandung unsur gharar.

Sementara transaksi apapun dalam Islam tidak boleh mengandung unsur
gharar baik dari segi sighat maupun objek jual beli. Rasulullah SAW bersabda :
(hess 81.93) LA g b8 5 B ol Gl Adle ) lia 0 (5 45 0B 550 o G
Artinya : “dAbu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam
melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil)
dan jual beli gharar.” (HR. Muslim no. 2783)
Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits riwayat Al-Bukhari :
| 8 alaaly A5l 5 A i (o alus 46 ) Ll i ke o4 20 i ¢ ol G0
BaUAly | Aaslall 3 s Al ol
Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw
telah melarang jual beli Muhagalah, Muzabanah, Mukhadarah, Mulamasah dan

Munabadzah.” (HR. Al-Bukhari)

Jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak ini sudah lama dilakukan oleh
masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan, karena memang sudah menjadi
kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi kita tidak tau apakah jual beli ini
dapat menguntungkan kedua belah pihak atau tidak, apakah jual beli ini dilakukan
atas dasar suka sama suka atau tidak dan apakah didalamnya terdapat lebih

banyak manfaatnya atau mudharatnya. Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila



jual beli tersebut dilakukan dengan tidak mengandung unsur gharar,
ketidakjujuran, melakukan riba, serta unsur lainnya yang akan merugikan salah

satu pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peniliti tertarik untuk penelitian lebih
lanjut mengenai jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak dengan judul Sistem
Pajak (ljon) Pohon Sagu Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa
Sendanu Darul lhsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten

Kepulauan Meranti).

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Sistem Pajak (ljon) Pohon Sagu yang terjadi di Desa
Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten
Kepulauan Meranti ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Sistem Pajak (ljon)
Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing
Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Di setiap penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian, adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pajak (ljon) Pohon Sagu
yang terjadi di Desa Sendanu Darul lhsan, Kecamatan Tebing

Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.



2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Sistem Pajak
(ljon) Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul lhsan, Kecamatan

Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Suatu penelitian penting apabila menghasilkan manfaat bagi semua

orang, manfaat yang diharapkan tersebut antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan
sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati
Hukum Islam dan sebagai evaluasi terhadap masyarakat di Desa
Sendanu Darul lhsan yang melakukan jual beli pohon sagu
dengan sistem Pajak, sekaligus acuan dan masukan dalam

perkembangan Hukum Muamalah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa
Sendanu Darul Ihsan untuk memberikan pemahaman terkait
masalah Hukum Islam mengenai jual beli pohon sagu dengan
sistem Pajak ini dan diharapkan dapat bermanfaat juga sebagai
petunjuk, acuan dan bahan bagi peneliti selanjutnya yang relevan

dengan hasil penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam suatu
penelitian, karena mencakup teori dasar serta penggunaan penelitian terdahulu

untuk dijadikan sebagai kerangka pemikiran.



1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

Hukum Islam selalu membimbing orang untuk mencari nafkah dengan
jalan yang halal. Jual beli disebut juga al-bai’ dalam istilah ahli figih, yang artinya
menjual, mengganti, dan menukar (dengan sesuatu yang lain). Dalam Islam jual
beli berarti mengalihkan harta milik seseorang kepada orang lain (tagabbudh).

Jual beli sah untuk dilakukan apabila rukun dan persyaratannya benar.
Para ulama menyepakati rukun jual beli setidaknya mencakup 4 (empat) hal, yaitu
: (Azzam, 2014, p. 83)

1) Terdapat pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

2) Terdapat objek yang akan diperjualbelikan

3) Adanya ijab kabul diantara para pihak

4) Adanya pembayaran atas barang tersebut seperti uang atau alat tukar

lainnya

Rukun dan persyaratan jual beli harus dipenuhi agar transaksi jual beli itu
sah sebagaimana ketetapan yang digariskan oleh syariat Islam. Disisi lain, itu
akan dianggap sebagai transaksi fasid ketika jual beli tersebut tidak memenuhi

rukun dan persyaratan.

Terdapat beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan perbuatan

muamalah, yakni :

a. Maisyir adalah mendapatkan keuntungan secara berlebihan diatas
kerugian pihak lain.
b. Gharar yaitu transaksi yang masih memiliki ketidakjelasan dan

masih samar-samar.



c. Haram bermakna ialah tidak diperbolehkan melakukan muamalah
atas sesuatu yang objeknya yang haram.
d. Riba yaitu tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli.
e. Dharar adalah hilangnya manfaat (izalat al-manafi) atau suatu
keadaan yang menimbulkan kesulitan bagi orang lain
(Mubarok, 2017, p. 191).
2. Jual Beli Yang Dilarang
Jual beli muhagalah adalah salah satu bentuk jual beli yang dilarang. Jual
beli muhagalah adalah menjual tanaman-tanaman yang masih berada di kebun
atau ladang pada saat belum bisa dipanen, hal ini dilarang karena ada unsur gharar
di dalamnya. Dasar hukum dilarangnya jual beli muhagalah yaitu :
0 34005 ABA)) oo Ge alg 4 0 e 0 Js) 0 10 cllla i ol G
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Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw
telah melarang jual beli Muhagalah, Muzabanah, Mukhadarah, Mulamasah dan
Munabadzah.” (HR. Al-Bukhari)
Dalam sistem Pajak di Desa Sendanu Darul lhsan dalam Islam dikenal
dengan istilah jual beli muhagalah karena menjual tanaman yang berada di kebun
atau ladang pada saat belum bisa dipanen, dalam hal ini adalah pohon sagu yang

dijual ketika belum siap untuk dipanen dan terdapat unsur gharar di dalamnya.

3. Penelitian Terdahulu
Renny Vembi Sagitaningsih, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

IAIN Salatiga dengan judul skripsinya “Praktik Jual Beli Pohon Dalam



Pandangan Hukum Islam.” Pada tahun 2021 menuliskan kesimpulan bahwa akad
jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertangguhkan ini tidak sejalan
dengan keinginan syara’ dimana praktiknya terdapat jual beli sistem ijon, yaitu
menjual pohon yang masih kecil dan belum layak panen, sehingga timbul adanya
unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi jual beli ini. Disamping itu akad
dalam praktik jual beli pohon tersebut menggunakan akad gairu munjiz mudaf lil
mustagbal yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih
ditangguhkan dengan penangguhan penyerahan barang (objek) yang
diperjualbelikan.

Muhammad Amiin, mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Ponorogo dengan
judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pete Dengan Sistem
ljon Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. ” Pada tahun 2015
menuliskan kesimpulan bahwa pada kedua belah pihak yang melakukan akad jual
beli pete, jika dilihat dari teori figih tentang akad jual beli dengan praktik
langsung jual beli ijon itu diperbolehkan menurut hukum Islam, karena syarat
aqid, sighat, dan ma’qud ‘alaih sudah terpenuhi, dan masa panen kondisi barang
sudah bisa diprediksi tetap baik, dan antar kedua belah pihak melakukan akad jual
beli dengan dasar a/ ‘adatu muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).

Esti Faelatun, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dengan judul
skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pohon Alba
dengan sistem Nyinom dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh
Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga).” Pada

tahun 2016 menuliskan kesimpulan bahwa jual beli ini tidak memenuhi syarat
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dalam objek akad jual beli dalam hukum Islam vyaitu terdapat kesamaran dan
unsur gharar dan juga menyalahi prinsip jual beli yaitu, adanya syarat tertentu
dalam jual beli ini. Praktik jual beli pohon alba dengan sistem nyinom merupakan
pengalihan nama akad dari jual beli mu’awamah yang haram hukumnya. Praktik
jual beli pohon alba dengan sistem nyinom di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol
Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga lebih banyak mengandung mafsadah
dari pada maslahah nya.

Ruli Susilowati, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Salatiga dengan judul
skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon
Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang).”
Pada tahun 2018 menuliskan kesimpulan bahwa praktik jual beli tebas pohon
durian di Desa Bringin jika ditinjau dari segi pandangan hukum Islam yang
meliputi rukun dan syarat jual beli serta macam-macam jual beli adalah tidak
sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan ada syarat jual beli yang belum
terpenuhi yaitu dari segi ijab gabul dan ma 'qud alaih sehingga jual beli ini batal
hukumnya atau tidak sah karena mengandung unsur gharar dan maisyir.

Lilik Falasifah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang, dengan judul skripsinya “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktek Jual Beli Pohon Dengan Sistem ljohan (Studi Kasus di Desa Kemiri
Timur Kecamatan Subah Kab. Batang).” Pada tahun 2016 menuliskan
kesimpulan bahwa praktik jual beli pohon dengan sistem ijohan diperbolehkan
karena dilakukan dengan alasan bahwa jual beli ini memiliki maslahat yang dapat

membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Praktik jual beli dengan
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sistem ijohan ini termasuk maslahat al-Hajiyah yaitu kemaslahatan yang
dibuthkan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
Dalam jual beli ini aspek rukun dan syarat sudah terpenuhi. Mengenai keuntungan
dan kerugian penjual dan pembeli tidak dapat ditutupi karena ini sudah menjadi
resiko dalam dunia perdagangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, perbedaannya terletak
pada penekanan sistem Pajak pohon sagu. Perbedaan lainnya terdapat pada jenis
objeknya dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan
hukum Islam terhadap jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak yang mana
mengandung unsur gharar.

E. Konsep Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman maka peneliti menafsirkan judul
penelitian dengan tujuan untuk memberikan arahan, yakni sebagai berikut :

1. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk

menjalankan suatu kegiatan (Paralegal, 2014).

2. Pajak (ljon) adalah jual beli yang terlarang di dalam Islam karena

mengandung unsur gharar/ketidakjelasan (Bayati, 2016).

3. Pohon sagu adalah rumbia (Metroxylon sagu) atau disebut juga (pohon)

sagu adalah nama sejenis palma penghasil tepung sagu (Wikipedia, 2021).

4. Ditinjau adalah mempertimbangkan kembali (KBBI, 2012).
5. Hukum Islam ialah aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta Allah SWT
melalui wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah Saw yang mengikat

guna mengatur tingkah laku (Syarifuddin, Ushul Figh, 2008, p. 19).
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan peneliti dengan
tujuan guna mengumpulkan data dan informasi secara sistematis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini termasuk dalam golongan
penelitian normatif-empiris. ~ Penelitian normatif-empiris merupakan jenis
penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung
oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan berupa wawancara (Irwansyah,
2020, p. 42). Peneliti menggunakan hukum normatif-empiris yang bermula dari
ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Hadits Shahih riwayat Al-Bukhari
dan riwayat Muslim no. 2783 tentang larangan jual beli yang terdapat unsur
gharar dan jual beli muhagalah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu artinya suatu penelitian yang
berusaha memberikan gambaran dengan cara mengumpulkan data, menganalisis
dan menginterpretasi data yang ada secara tepat dan jelas tentang jual beli pohon
sagu dengan sistem Pajak di Desa Sendanu Darul lhsan ditinjau dari Hukum
Islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sendanu Darul lhsan, Kecamatan Tebing
Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Alasan pengambilan
lokasi tersebut karena di lokasi itu terdapat jual beli pohon sagu dengan
menggunakan sistem Pajak yang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat

setempat yang mana mengandung unsur gharar terhadap objek yang
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diperjualbelikan. Pertimbangan lain yang mendorong letak penelitian di Desa
Sendanu Darul lhsan ialah pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti melihat
adanya praktik jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran dalam hukum Islam yang
melanggar syarat-syarat dari jual beli.

3. Populasi dan Sampel

Keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang dijadikan sebuah
penelitian adalah definisi dari populasi (Ali, 2018, p. 98). Sedangkan bagian dari
populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian
merupakan sampel. Adapun populasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pemajak (penjual/petani sagu yang melakukan sistem Pajak)

b. Tauke (pembeli)

c. Tokoh masyarakat

d. Tokoh agama

Untuk memperoleh responden penelitian, peneliti menggunakan metode
sensus dan purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan metode
pemilihan responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.
Terkait dengan populasi dan responden akan peneliti uraikan dalam bentuk tabel

dibawah ini.
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Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No. Kriteria Populasi Populasi Responden | Keterangan
Pemajak

. (penjual/petani pohon ) ’ Purposive

Sagu yang melakukan Sampling
sistem Pajak)

2 Tauke 2 2 Sensus

3 Tokoh Masyarakat 1 1 Sensus

4 Tokoh Agama 1 1 Sensus

Jumlah 29 11

Sumber data : Data olahan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 yang telah peneliti sertakan diatas, teknik penentuan
responden terdiri dari metode sensus dan purposive sampling. Pada metode
sensus, peneliti mewawancari 2 orang Tauke (pembeli) yakni Pak Harun dan Pak
Suhaili, 1 orang Tokoh Masyarakat yakni Pak Ramlan, dan 1 orang Tokoh Agama
yakni Ust. Mukhtiar, S.H.I sedangkan pada metode purposive sampling, peneliti
mengambil sebanyak 7 orang dari penjual/petani sagu yang masih dalam proses

sistem Pajak pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan.

4. Sumber Data
Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder seperti yang peneliti

jelaskan dibawah ini :
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a. Data Primer merupakan data yang menjadi sumber utama. Data yang
penulis peroleh bersumber dari wawancara yang penulis lakukan
kepada responden yang kemudian diolah peneliti.

b. Data sekunder adalah data penunjang yang tidak bisa dipisahkan dari
data primer, terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer yakni Hadits riwayat Muslim no. 2783
dan Hadits riwayat Al-Bukhari mengenai larangan melakukan
jual beli yang terdapat unsur gharar di dalamnya dan jual beli
muhaqalah.

b) Bahan Hukum Sekunder yakni berasal dari Buku-buku, dan
pendapat Ulama.

c) Bahan Hukum Tersier mencakup jurnal-jurnal, dokumen-
dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan
sebagainya (Amirudin, 2003, p. 23).

5. Alat Pengumpul Data

Di dalam suatu penelitian hukum alat pengumpulan data yang digunakan

senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan
dilakukan (Soekanto, 1983, p. 66). Adapun alat pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Wawancara.

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang mana peneliti mengadakan
tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden. Adapun

praktiknya penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan :

a. Pemajak (penjual/petani sagu yang melakukan sistem Pajak)
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b. Tauke (pembeli)
c. Tokoh Masyarakat

d. Tokoh Agama

Adapun alasan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data
karena mempermudah untuk memproleh data secara akurat dan jelas dari
responden, dan apabila menggunakan teknik kuesioner akan tidak efektif karena
masyarakat di daerah tersebut berpendidikan rendah, banyak yang tidak bisa baca
tulis dan dikhawatirkan akan sembarangan isi pertanyaan yang diajukan sehingga
mempersulit untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Peneliti juga

melakukan dokumentasi berupa foto-foto yang terkait dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dalam proses pengelolaan data yang
dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah semua data
didapatkan, selanjutnya peneliti melakukan Kklasifikasi dari data yang didapatkan.
Untuk wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian
dibandingkan dengan data yang didapatkan dilapangan dengan pendapat Ulama,
Buku-buku dan Hadits mengenai larangan jual beli muhagalah yang mana
terdapat unsur gharar.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah
metode deduktif yang mana penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal

yang khusus.
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BAB I1

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Sendanu Darul lhsan, Kecamatan Tebing

Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Sejarah Desa Sendanu Darul Ihsan

Desa Sendanu Darul Ihsan merupakan desa baru yang terdiri dari dua desa
kecil yaitu Dusun Harapan Baru dan Dusun Beringin. Dahulunya Dusun Harapan
Baru dinamai Kampung Baru yang didirikan oleh masyarakat Pute Gawang
(Tanjung Gadai) yang jumlahnya ada delapan keluarga, setelah lama berkembang
Desa ini berada dibawah kendali Desa Sungai tohor. Kemudian pada tahun 2000
Desa Sungai Tohor melakukan pemekaran desa baru bernama Desa Nipah
Sendanu yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Zalik, S.Ag.

Setelah dua tahun dilangsungkan pemilihan kepala desa secara definitif
yang dimenangkan Bapak Natiran. Enam tahun Bapak Natiran menjabat sebagai
kepala desa diselenggarakan lagi pemilihan kepala desa baru yang dimenangkan
Bapak Juliadi, Amd.

Pada tahun 2012 di dalam kendali Bapak Juliadi, Amd, yang telah
memenuhi persyaratan, Desa Nipah Sendanu melakukan pemekaran sebuah desa
baru bernama Desa Sendanu Darul Ihsan luas wilayah +24,33 Km.

2. Geografis Desa Sendanu Darul Ihsan

Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten

Kepulauan Meranti merupakan salah satu desa yang baru dimekarkan dengan luas

wilayah £24,33 Km. Adapun perbatasan Desa Sendanu Darul lhsan :
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Air Hitam.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Buntal.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sari.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nipah Sendanu.
Jaraknya sekitar 6 km ke lbu Kota Kecamatan, sekitar 30 km ke Ibu Kota
Kabupaten, dan sekitar 120 km ke Ibu kota Provinsi.
3. Demografis
Berdasarkan pendataan, jumlah penduduk Desa Sendanu Darul lhsan

adalah 1019 jiwa, dimana terdapat 286 KK, lihat tabel dibawah untuk lebih

jelasnya :
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase %
1 Laki-laki 512 50%
2 Perempuan 507 50%
Jumlah 1019 Jiwa 100%

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019
Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, penduduk dibagi berdasarkan jenis
kelamin laki-laki adalah 512 orang dengan persentase 50% dan perempuan adalah
507 orang dengan persentase 50%. Dibawah ini merupakan jumlah penduduk
berdasarkan usia/umur :

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia/Umur

No Umur Jumlah Persentase %
1 1-12 Tahun 228 23%
2 13-40 Tahun 266 36%
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3 41-60 Tahun 300 29%

4 61-80 Tahun 71 7%

5 >80 Tahun 54 5%
Jumlah 1019 100%

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul lhsan Tahun 2019
Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, penduduk yang usia nya terbanyak
adalah berumur 41-60 tahun berjumlah 300 orang dengan persentase 36%
sementara yang usia nya paling rendah adalah berumur >80 tahun berjumlah 54
orang dengan persentase 5%.
4. Pendidikan
Pendidikan amatlah penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas,
terutama dalam kehidupan jaman globalisasi ini. Berkaitan dengan hal tersebut
dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan pembangunan manusia masyarakat
Desa Sendanu Darul Ihsan dari segi pendidikan menunjukkan ketertinggalan dari
desa-desa yang ada di daerah tersebut. Lihat tabel dibawah untuk lebih jelasnya :

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No Sarana Pendidikan Jumlah Persentase %
1 Taman Kanak-kanak 100 13%
2 Sekolah Dasar 411 54%
3 SMP dan SMA 214 28%
4 Akademik (D1-D3) 17 2%
5 Sarjana 25 3%
Jumlah 767 100%

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019
Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, jenjang pendidikan penduduk yang

paling banyak adalah tamatan Sekolah Dasar berjumlah 411 dengan persentase
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54% dan jenjang pendidikan yang sangat sedikit adalah tamatan Akademik (D1-
D3) berjumlah 17 dengan persentasen 2%.

Sementara itu, jenjang pendidikan akan mempengaruhi suatu tatanan di
desa tersebut. Agar pendidikan di desa tersebut meningkat dibutuhkan peran dari
masing-masing orang tua.

Tabel 1.5 Jumlah Sarana Pendidikan

No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah Persentase %
1 Play Group 2 28,5%
2 TES 2 28,5%
3 SD/Sederajat 2 28,5%
4 MTS/Sederajat 1 14,2%
5 SMA/Sederajat - -
Jumlah 7 100%

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019
Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, Play Grup, TK, SD merupakan
lembaga pendidikan formal yang paling banyak di Desa Sendanu Darul lhsan
masing-masing berjumlah 2 dengan persentase 28,5%. Sementara itu, belum ada
SMA di desa tersebut.
5. Sosial Ekonomi Masyarakat
Perekonomian masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan berada di posisi
menengah. Ini berdasarkan rincian mata pencaharian masyarakat Desa Sendanu

Darul lhsan dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 1.6 Jenis Mata Pencaharian

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase %
1 PNS 5 1,60%
2 Honorer 32 10,25%
3 Petani 102 32,69%
4 Nelayan 5 1,60%
5 Peternak 100 32,05%
6 Pengrajin 30 9,61%
7 Pedagang 8 2,56%
8 Buruh/Karyawan 30 9,61%
Jumlah 312 100%

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019
Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, rata-rata masyarakat di Desa
Sendanu Darul lhsan bekerja sebagai petani berjumlah 102 orang dengan
persentase 32,69%, peternak berjumlah 100 orang dengan persentase 32,05%,
honorer berjumlah 32 orang dengan persentase 10,25%, dan yang sangat sedikit
adalah PNS dan Nelayan masing-masing berjumlah 5 orang dengan persentase
1,60%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata mata pencaharian masyarakat di Desa
Sendanu Darul lhsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan
Meranti yang paling tinggi adalah petani berjumlah 102 orang dengan persentase
32,69%.
6. Kehidupan Beragama
Yang dimaksud dengan agama itu adalah suatu hal yang dipeluk dan
dipercayai dalam berkehidupan seperti halnya agama Islam. Agama Islam adalah

suatu kepercayaan yang dipeluk oleh setiap umat muslim, seluruh masyarakat
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yang ada di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur,
Kabupaten Kepulauan Meranti adalah beragama Islam.

Dari data yang didapat di Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan yang jumlah
penduduk berjumlah 1019 jiwa rata-rata penduduk yang berada di Desa Sendanu
Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur beragama Islam. Dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 1.7 Jumlah Penganut Agama

No Agama Laki-laki Perempuan
1 Islam 512 507
2 Katholik - -
3 Budha - -
4 Hindu - -
Jumlah 512 507

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul lhsan Tahun 2019
Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh masyarakat
di Desa Sendanu Darul lhsan memeluk agama Islam. Untuk menunjang hal
tersebut dibutunkan sarana prasana agar masyarakat dapat melaksanakan
peribadahan seperti masjid dan mushola. Agar lebih jelas, sarana peribadahan
yang ada di Desa Sendanu Darul lhsan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8 Jumlah Sarana Peribadahan

No Rumah Ibadah Jumlah
1 Masjid 2 Buah
2 Surau/Mushola 3 Buah

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul lhsan Tahun 2019
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Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, hanya ada 2 jenis rumah ibadah di
Desa Sendanu Darul lhsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten
Kepulauan Meranti yaitu Masjid berjumlah 2 buah (1 buah berlokasi di Dusun
Harapan Baru dan 1 buah lagi berlokasi di Dusun Beringin), dan Mushola
berjumlah 3 Buah (2 buah berlokasi di Dusun Harapan Baru dan 1 buah lagi
berlokasi di Dusun Beringin).

7. Suku/Etnis

Suku jawa dan suku melayu merupakan 2 macam suku/etnis di Desa
Sendanu Darul lhsan. Masyarakat di desa tersebut hidup rukun dan tentram
walaupun berbeda suku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9 Jumlah Suku/Etnis

No Jenis Suku/Etnis Jumlah
1 Melayu 980
2 Jawa 39

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019
Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, rata-rata suku di Desa Sendanu
Darul Ihsan adalah suku melayu berjumlah 980 orang, sementara itu suku jawa
hanya sedikit berjumlah 39 orang.
8. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan, Tebing

Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
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Kepala Desa

Kahaidir, S. Ag
Sekretaris Desa : Rais
Staf :
1. Samsul
¥ 2. Bob Dedi
; - 3. Desnita Safitri
Kasi Pemerintahan P
Abdul Rajis
Kaur Tata Usaha dan
Umum
Riska Ningsih
\
Kaur Keuangan
Wira
v
Kaur Pembangunan
M. Yasir
\/ \
Kepala Dusun | Kepala Dusun 11
Helmi Dedi, S. Th.i Syahril

Sumber : Data Kantor Desa Sendanu Darul lhsan
B. Tinjauan Tentang Perikatan Islam
1. Pengertian Perikatan Dalam Hukum Islam
Ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al-Qur’an, yaitu

al- ‘agdu (akad) dan al-’ahdu (janji). Secara bahasa akad yaitu, ikatan, mengikat.
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Kata al-‘agdu tercantum dalam QS. Al-Maidah (5): 1, yang artinya “bahwa
manusia diminta untuk memenuhi akad-akadnya.” Sementara itu kata al-‘ahdu
terdapat dalam QS. Ali-lmran (3): 76, yang artinya “sebenarnya siapa yang
menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Dewi, Wirdyaningsih, & Yeni Salma
Barlinti, 2020, p. 43)

Jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai ikatan antara ijab dan kabul
yang dibuktikan dengan syara’, yang mempunyai akibat hukum bagi objeknya.
Abdoerraoef memaparkan suatu perikatan (al- ‘agdu) terjadi melalui tiga tahap,
yaitu :

1. Al-‘ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan bahwa seseorang melakukan atau
tidak melakukan sesuatu, dan tidak ada hubungannya dengan keinginan
orang lain. Janji itu mengikat bagi orang yang menyatakan untuk
memenuhi janjinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran
(3): 76.

2. Persetujuan, yaitu pernyataan bahwa pihak kedua setuju untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sebagai tanggapan atas janji yang
dibuat oleh pihak pertama.

3. Maka terjadilah “akdu” ketika dua janji dilaksanakan oleh para pihak
yang bersangkutan, yang mana tercantum dalam QS. Al-Maidah (5): 1.
Jadi, yang mengikat masing-masing pihak sesudah melaksanakan
perjanjian bukan lagi perjanjian atau ‘ahdu, melainkan ‘akdu (Dewi,

Wirdyaningsih, & Yeni Salma Barlinti, 2020, p. 44).
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2. Dasar Hukum Perikatan Islam Di Indonesia

Keabsahan hukum perikatan dalam kehidupan umat Islam diakui dan
dihargai oleh UUD 1945, yang mana terdapat dalam pasal 29 ayat (1) dan (2)
UUD 1945 :

a. Pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa.”

b. Pasal 29 ayat (2) mengatur bahwa ‘“Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal ini didasarkan pada sila pertama Pancasila yang merupakan dasar dari
falsafah negara Indonesia. Penerapan hukum perikatan Islam ini merupakan
implementasi dari ibadah dalam cakupan arti yang luas bagi penganut agama
Islam, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam (addin-al-islam) berdasarkan pasal
29 UUD 1945 dan Sila Pertama dari Pancasila.

3. Sumber Hukum Perikatan Islam

1. Al-Qur’an

Dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Qur’an, diantaranya :

a. Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

a5 akile G ) i daign a0 a3kl 15851 1 3 gl il

A %1 el 3kally 13850 1 3hal Gl L0 e 4445 40 &) A 5 kal

Nl aka0 A &) A4 Al el s @ akle L) M)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalakan

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian
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itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. ”
b. Surat Al-Bagarah ayat 188 yang berbunyi :

A1y il ) 130 (a8 1 310 SRR ) T 150885 Qi Ay a0 e 15166 ¥
Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain
diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

2. Hadits
a. HR. Abu Daud dan Hakim :
“Allah SWT telah berfirman (dalam hadits Qudsi-Nya), Aku adalah yang ketiga
dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak
berkhianta terhadap temannya. Apabila salah seorang diantara keduanya
berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan keduanya.”
b. HR. Bukhari dan Muslim :
“Siapa saja yang melakukan jual beli Salam (Salaf), maka lakukanlah dalam
ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.”
3. ljtihad
Produk ijtihad ulama, adalah sebagai berikut :
a. Figh, karena figh adalah ilmu hukum syara’ sifatnya amaliyah
yang digali dari dalil-dalil secara rinci.

b. Rancangan Undang-undang tentang hukum Islam.
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c. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

4. Jenis-Jenis Perikatan Islam

Secara garis besar ada empat jenis perikatan dalam Islam, yaitu : (Anwar,
2007, pp. 51-57)

a. Perikatan Hutang (al-iltizam bi ad-dain)

Perikatan hutang adalah ketika seseorang memiliki dzimmah (tanggungan)
kepada orang lain baik itu dalam bentuk uang atau barang.
Dalam hal ini hutang dapat berupa hutang dalam arti meminjam uang/barang,
hutang dalam artian tanggungan, hutang karena kehendak (wasiat, nadzar, hibah),
hutang karena perbuatan melawan hukum (misalnya tanggung jawab atas
penghancuran dan penyitaan), dan ada juga hutang yang timbul karena kewajiban
dalam Islam (seperti nafkah dan mahar).

b. Perikatan Benda (al-iltizam bi al- ‘ain)

Perikatan benda adalah ikatan yang terjadi dengan objek berupa benda
untuk berpindah kepemilikan, baik berupa manfaatnya ataupun benda itu sendiri.
Misalnya adalah akad penjualan tanah atau sewa sepeda motor. Sumber perikatan
ini merupakan akad (jual beli), kehendak sepihak (wasiat atas barang tertentu),
PMH (pengembalian barang yang dicuri, tetapi jika barang tersebut telah hilang
perikatan menjadi perikatan hutang).

c. Perikatan Kerja/melakukan sesuatu (al-iltizam bi al- ‘amal)
Perikatan kerja adalah hubungan hukum yang terjalin antara dua pelaku

akad untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad ishtishna’ dan ijarah.
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Istishna’ adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu, dan ijarah adalah sewa.
Sewa disini bisa berarti dua hal, yaitu sewa manfaat (sewa biasa) atau bisa juga
perjanjian kerja yang disebut sebagai ijarah ‘amal (suatu akad yang objeknya
bertujuan untuk melakukan suatu pekerjaan). Jenis ini masuk ke dalam bagian al-
iltizam bi al- ‘amal.

d. Perikatan Jaminan (al-iltizam bi at-tautsiq)

Perikatan Jaminan adalah suatu perikatan yang objeknya menanggung
suatu perikatan. Misalnya, pihak A bersedia menanggung hutang yang dimiliki
pihak B kepada bank C. Sumber akad ini adalah akad kafalah.

5. Asas-Asas Perikatan Islam

Asas-asas yang terkait dengan perikatan Islam adalah sebagai berikut :
(Lubis, 2004, p. 8).

a. Asas llahiah

Perbuatan setiap orang tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT, karena
penerapan dari asas ini setiap orang tidak akan berbuat semaunya, karena segala
perbuatannya akan dibalas oleh Allah SWT. Asas ini didasarkan pada Surat Al-
Hadid ayat 4 yang berbunyi :

S G315 Ly 23R G ) paa 5y
Artinya : “Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha
Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hadid: 4)
b. Asas Ibadah
Suatu perjanjian yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT

merupakan pengertian dari asas ibadah. Karena tujuan Allah menciptakan
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manusia adalah untuk beribadah. Dalil tentang asas ibadah yaitu Surat Az-Zariyat
ayat 56 yang berbunyi :
O34 G5 Gl G L
Artinya : “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku ”. (QS. Az-Zariyat: 56)
c. Asas Ibahah (Kebolehan)

Sebagaimana kaidah figh “Al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah illa maa
dalla ‘ala tahrimihi” (Hukum asal dalam bidang muamalah adalah ibahah
(boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya).

d. Asas Kebebasan Berakad (Al-Hurriyah)

Setiap orang dapat melakukan perjanjian apapun tanpa terikat nama-nama
yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Contohnya adalah kebebasan penetapan
objek, syarat-syarat dalam akad cara penyelesaian sengketa. Semuanya bebas
dilakukan selama tidak melanggar syariat. Adapun dalil mengenai asas ini ada di
dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

23l 13030 13k el el
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-
Maidah: 1)
e. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawwah)

Saat menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian hendaknya asas ini
dipergunakan agar tidak terjadi ketimpangan. Dalam melakukan perjanjian tidak
dibenarkan berlaku zalim seperti membeda-bedakan manusia atau menganggap

manusia lainnya rendah. Sebab manusia yang diciptakan Allah SWT memiliki
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kedudukan yang sama serta memiliki kesempatan yang sama untuk membuat
suatu perjanjian. Adapun dalil mengenai asas ini terdapat dalam surat Al-Hujurat
ayat 13 yang berbunyi :

40 &30 T 40 Ho 2ar )3 50a0 OB el akifeag 5 5 G AKER ) Gl 1430
Artinya : “Hai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh,
Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”’

f. Asas Keadilan (al- ‘Adalah)

Salah satu sifat Allah adalah adil, Allah sering menekankan kepada
manusia untuk berbuat adil, karena adil itu mendekatkan manusia kepada
ketakwaan. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 berbunyi :
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

g. Asas Kerelaan (al-Ridha)
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Tidaklah diperkenankan menerapkan perbuatan muamalah dengan
paksaan, penipuan, tekanan, dan misstatement. Apabila hal ini tidak terpenuhi
maka transaksi tersebut dibuat dengan jalan batil. Pada surat An-Nisaa’ ayat 29
berbunyi :

& a1 3HE5 ¥ 55808 (a5 08 5343 8385 (O ) el AR 2401 gl ) 3188 ¥ 1l Gl il
EUSTORE

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang

kepadamu.” (QS. An-Nisaa’29)

h. Asas Kejujuran dan Kebenaran (ash-Shidq)

Kejujuran adalah sesuatu yang harus dilakukan manusia dalam segala
bidang kehidupan, termasuk ketika melakukan muamalat. Apabila perikatan itu
mendatangkan kemudharatan maka menyebabkan perselisihan diantara para
pihak. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 berbunyi :

10 ¥ 58 15138 a1 6880 1 slal ) Ll
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan
ucapkanlah perkataan yang benar. ” (QS. Al-Ahzab: 70)
I. Asas Kitabahah (Tertulis)

Tujuan dari asas ini yaitu kewajiban untuk menulis akad/perjanjian hitam

di atas putih untuk menghindari masalah dikemudian hari. Sumber dari asas ini

adalah surat Al-Bagarah 282-283.
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J. Asas Halal
Asas halal mengandung makna ialah objek dari yang diakadkan haruslah
sesuatu yang dihalalkan oleh hukum Islam.
k. Asas Kepercayaan (Amanah)
Para pihak yang melakukan suatu akad atau perikatan harus
mengedepankan sifat amanah, inilah yang dimaksud dengan asas amanah.
6. Subjek dan Objek Perikatan
1. Subjek Perikatan (al- ‘Agidain)
a. Manusia
Manusia merupakan subjek hukum perikatan yang sudah cakap
hukum biasanya disebut dengan mukalaf.
b. Badan Hukum
Badan hukum dianggap mampu bertindak sesuai dengan
hukum dan mempunyai hak, kewajiban, dan berhubungan
hukum terhadap orang atau badan lain.
2. Objek Perikatan (Mahallul ‘Aqd)
Mahallul ‘aqd adalah apa yang menjadi objek suatu akad dan
menimbulkan akibat hukum atasnya. Adapun syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh mahallul ‘aqd yaitu :
a. Ketika akad dilangsungkan objek yang diperjanjikan sudah ada.
b. Objek perikatan sesuai dengan hukum Islam.
c. Objek akad harus jelas dan dapat diidentifikasi.

d. Obejk dapat diserahkan. (S, 2009, pp. 51-60)
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7. Bentuk Perikatan Dalam Islam

Pembagian bentuk perikatan dalam Islam dapat dilakukan dengan

memperhatikan bermacam-macam aspek yang berbeda. Jika dipandang dari

sifatnya menurut syariat, akad dalam hukum Islam terdiri dari dua bentuk yaitu

akad shahih dan ghairu shahih.

1)

2)

Akad shahih merupakan akad yang pelaksanaannya sudah terpenuhi rukun
serta persyaratannya sesuai syariat yang mana menimbulkan akibat hukum
dan sifatnya mengikat bagi orang-orang yang melakukan akad. Menurut
Mazhab Maliki dan Hanafi akad shahih dibagi dua jenis, yakni :

Akad yang sempurna untuk dilaksanakan (akad nafidz), akad ini dilakukan
dengan sudah sesuai rukun dan syaratnya.

Akad yang ditangguhkan (Mauquf), akad yang dilaksanakan pada mereka
yang cakap (aliyah) namun tidak mempunyai kuasa.

Akad Ghairu Shahih merupakan akad yang cacat, tidak terpenuhi beberapa
rukun dan syarat sesuai dengan syariat. Mazhab Hanafi membagi akad
ghairu shahih menjadi dua bentuk :

Akad Bathil (al-buthlan) merupakan akad yang terjadi tidak sesuai dengan
ketentuan syariat. Tidak terpenuhinya rukun ataupun syarat dalam akad
yang dilaksanakan.

Akad Fasid, yaitu akad yang secara dasarnya tidak berlawanan dengan
syariat tetapi ada sifat tertentu yang menghalangi kevalidannya (Mas'adi,
2002, pp. 108-109).

8. Berakhirnya Perikatan Dalam Islam
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Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya
tujuan akad, pemutusan akad (fasakh), putus dengan sendirinya, dan kematian.
a. Terpenuhinya tujuan akad
Suatu akad akan dipandang berakhir ketika tujuannya sudah tercapai.
Dalam akad jual beli, jika kepemilikan barang telah beralih ke pembeli dan harga
telah menjadi milik penjual, maka akad dianggap berakhir.
b. Fasakh (pembatalan akad)
1. Terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan syara’, seperti kerusakan
dalam akad
2. Khiyar
3. Adanya salah satu pihak yang menyatakan penyesalan. Salah satu
pihak yang berakad membatalkan akad dengan persetujuan pihak lain
karena merasa menyesali akad yang baru saja dilakukan
4. Terdapat kewajiban yang tidak terpenuhi pada pihak-pihak yang
berakad
5. Berakhirnya waktu akad karena telah berlalu. Misalnya pada akad
sewa menyewa yang memiliki jangka waktu tertentu dan tidak dapat
diperpanjang.
c. Kematian salah satu pihak yang berakad
Ini terutama tentang hak-hak perorangan dan bukan hak
kebendaan. Kematian pihak yang terlibat dalam hak perorangan
menyebabkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan, dan sebagainya.

(Ardi, 2016).
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C. Tinjauan Tentang Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli atau al-ba’l secara bahasa yaitu mugabalatu syai’im bi syai’in.
Yang artinya yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu (Az-Zuhaili, 2011, p. 25).
Menurut Rachmat Syafei, jual beli secara etimologi yaitu pertukaran sesuatu
dengan sesuatu (yang lain) (Syafei, Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam
Kajian Figh Islam, 2004, p. 73). Jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak
untuk menukarkan benda atau barang dengan nilai sukarela dimana satu pihak
menerima barang tersebut, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian
atau ketentuan yang disahkan dan disepakati oleh syara’. (Suhendi, Figh
Muamalah, 2014, p. 68).

Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah guna mengatur interaksi
manusia antar sesama disebut dengan muamalah. Adapun prinsip dalam
muamalah adalah sebagai berikut :

a. Hukum muamalah yang bermakna bahwa segala bentuk muamalah
pada dasarnya dibolehkan asal tidak adanya larangan dalam
ketentuan Syariat Islam.

b. Tidak ada paksaan antara kedua pihak yang berakad. Kegiatan
muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan memberikan
kebebasan antara dua pihak.

c. Mendatangkan manfaat, menghindari mudharat. Dalam melakukan

perbuatan muamalah maka para pihak diharuskan untuk menjauhi
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segala hal yang sia-sia dan boros. Serta mewanti-wanti resiko yang
terjadi.

d. Menjaga nilai keadilan yang mengandung makna bahwa setiap
bentuk muamalah yang dilakukan hendaknya menjunjung tinggi
nilai keadilan sehingga tidak menyebabkan kerugian dari salah satu

pihak.

Berdasarkan prinsip muamalah dalam Islam, pada umumnya setiap
kegiatan muamalah dibolehkan dengan ketentuan tidak ada larangan agama atas
bentuk muamalah yang dilakukan. Terdapat beberapa hal yang perlu dihindari

dalam melakukan perbuatan muamalah, yakni :

a. Maisyir merupakan transaksi mendapatkan keuntungan secara
berlebihan diatas kerugian pihak lain.

b. Gharar merupakan muamalah yang terdapat ketidakpastian dan masih
samar-samar.

c. Haram bermakna ialah tidak diperbolehkan melakukan muamalah atas
sesuatu yang objeknya yang haram.

d. Riba merupakan tambahan dalam kegiatan hutang piutang dan jual
beli.

e. Dharar adalah hilangnya manfaat (izalat al-manafi) atau suatu
keadaan yang menimbulkan kesulitan bagi orang lain (Mubarok, 2017,

p. 191).
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2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam
1. Al-Qur’an
a. Surat Al-Bagarah ayat 275 yang berbunyi :
“isol a5y asdi Af galg
Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-
Bagarah: 275)
b. Surat An-Nisaa’ ayat 29 yang berbunyi :
ki a1 5 (8 5083 (s &) ) Jlaally AR a0 5al 16805 ¥ 1 g5l ol T G
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisaa’: 29)
2. As-Sunnah
a. Hadits Bazzar dan disahihkan Al-Hakim
) 51 i i gl 0 i ) G 0 0 ) 5 5 B0
(Shadl & iy 53 £130) L300k i K5, o JA N Jab ¢ Ol ¢ Gkl
“Ri’ah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya
oleh seorang sahabat “Apakah usaha yang paling baik ?” Beliau menjawab :
“Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.” (HR.
Bazzar dan disahihkan Al-Hakim).
Dalam hadits di atas jual beli adalah usaha yang lebih baik dengan catatan
(mabrur), jual beli yang mabrur adalah jual beli tanpa adanya kebohongan atau

pengkhianatan. Kebohongan adalah penyamaran barang yang dijual, sedangkan
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penyamaran adalah menyembunyikan aib barang yang dijual dari pandangan
pembeli (Mardani, 2013).

3. Ijma’

Berdasarkan pada ayat dalam Al-Qur’an dan Hadits para ulama sepakat
mengenai halalnya jual beli dan mengharamkan riba (Mardani, 2013).

Jual beli walaupun merupakan akad, namun dalam proses pelaksanaannya
pihak penyelenggaranya terikat oleh hukum-hukum agama karena kegiatannya,
dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat
dalam jual beli, yaitu : (Djamali, 1997, p. 158)

a. Mubah (boleh), merupakan hukum asal dari jual beli yang artinya dapat
dilakukan bagi orang-orang yang memenuhi syarat.

b. Wajib, jual beli hukumnya wajib apabila ada seseorang yang melakukan
penimbunan barang sehingga menjadi langka atau ada seseorang yang
memerlukan barang itu dalam keadaan darurat.

c. Haram, jual beli hukumnya haram apabila terdapat unsur riba, gharar,
dharar, dan menjual barang haram (suatu zat memabukkan seperti khamr
dan jual beli daging babi).

d. Sunnah, apabila jual beli yang dilakukan kepada orang yang sangat
membutuhkan barang itu yang mana jika dikerjakan memperoleh pahala
dan ditinggalkan pun tidak apa.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Hukum Islam
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Persyaratan dan rukun jual beli merupakan sesuatu yang harus dipenuhi
sehingga jual beli menjadi sah sesuai dengan syara’, tanpa adanya persyaratan dan
rukun dalam jual beli tentulah tidak terlaksana berdasarkan hukum.

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu : (Mustofa,
2015, p. 22).

1. Al-muta’aqgidhain (pihak yang berakad)

N

Sighat (ijab kabul)

£

Ma’qud alaih (objek yang diperjualbelikan)
4. Tsaman (nilai tukar pengganti barang)
Persyaratan dalam jual beli haruslah sesuai dengan rukun jual beli yang
telah dinyatakan oleh jumhur ulama yaitu :
1. Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), dengan syarat :
a. Jumhur ulama menetapkan bahwa pihak yang berakad haruslah
sudah baligh (dewasa) dan berakal sehat, tidak dalam keadaan
mubazir, bukan orang gila, dan orang bodoh (safih).
b. Pihak penjual dan pembeli saling rela
Ini merupakan persyaratan mutlak yang harus ada dalam akad
jual beli. Sebab akad jual beli yang dilakukan karena keadaan
terpaksa maupun dipaksa, maka dianggap batal atau tidak sah.
Jika keadaan terpaksa yang dimaksud seperti seseorang terlilit
hutang dan hakim (gadi) memerintahkan penjualan hartanya

untuk melunasi beban hutangnya, maka akadnya sah.
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c. Orang yang berbeda dalam melakukan akad. Seseorang itu

tidak bisa menjadi penjual dan pembeli pada saat yang

bersamaan (Soemitra, 2019).

2. Barang yang diperjualbelikan (ma ‘qud alaih), dengan syarat :

a.

Dapat dimanfaatkan.

Benda/barang tersebut dapat memberikan kemanfaatan dan
dibolehkan dalam Islam. Barang tersebut harus suci (halal
dan baik), dan bukan hasil dari perbuatan haram.

Barang tersebut kepunyaan orang yang berakad

Jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad
tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
Mampu diserahterimakan

Objek yang diperjualbelikan mampu diserahterimakan baik
itu secara cepat maupun lambat.

Barang diketahui oleh penjual dan pembeli

Barang yang sedang dijualbelikan harus diketahui Zat,
bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya dengan jelas
(Moh. Rifa'i, 1997, p. 184). Tidaklah sah jual beli yang
menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat
menimbulkan perselisihan karena mengandung gharar.
Harus terbebas dari cacat (aib)

Maksudnya dalam jual beli harus terhindar dari kerusakan

atau aib yang melingkupinya (Syarifudin, 2003, p. 196) :
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a) Jahalah, merupakan ketidakjelasan yang sifatnya fatal
dan akan mengakibatkan perselisinan diantara kedua
belah pihak.

b) lkrah, yaitu salah satu pihak diintimidasi oleh pihak lain
untuk melakukan transaksi.

c) Taugit, adalah transaksi perdagangan dengan batas waktu
tertentu.

d) Gharar, yakni ketidakpastian tentang objek jual beli.

e) Dlarar, yaitu bahaya atau kerugian yang ada pada saat
penjual menyerahkan barang.

3. Sighat (ljab kabul) dengan syarat :

a. Qabul harus sesuai dengan ijab, jual beli menjadi tidak sah
jika ijab dan kabul tidak sesuai.

b. ljab dan gabul dilakukan dalam satu majelis.

Artinya kedua belah pihak yang mengadakan akad jual beli

harus hadir. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat

bahwa antara ijab dan gabul boleh ditengahi waktu,

diperkirakan pembeli mempunyai waktu untuk berpikir. Tetapi

ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa jarak

antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu jauh, yang akan

menimbulkan anggapan bahwa objek pembahasan telah

berubah (Ghazali, 2012, pp. 72-73).

4. Nilai tukar pengganti barang (Tsaman), dengan syarat :
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a. Sebelum berakad harga barang haruslah diketahui dan jelas
oleh para pihak. Jual beli menjadi tidak sah jika penjual tidak
menyebutkan dengan jelas berapa harga dari barang yang ingin
dia jual, sebab ini juga termasuk gharar.

b. Jika jual beli dilakukan dengan mempertukarkan barang, maka
barang yang bernilai tukar bukanlah barang yang dilarang oleh
syara’ (Ghazali, 2012, p. 76).

4. Asas-Asas Jual Beli Dalam Islam

1. Asas llahiah

Ketentuan nilai-nilai (ketauhidan) tidak akan pernah lepas dari kegiatan
bermuamalah. Tauhid Ulii hiyah dan Tauhid Rubii biyah merupakan bagian dari
asas ilahiah. Tauhid Uli hiyah adalah meyakini akan keesaan Allah dan
menyadari bahwa semua yang ada di bumi dan di langit merupakan kepunyaan
Allah, sementara itu Tauhid Rubii biyah yaitu meyakini bahwa Allah yang
menentukan rezeki bagi tiap-tiap umat-Nya dan Dia akan membimbing semua
orang yang percaya pada-Nya menuju kesuksesan (Mardani, Figh Ekonomi
Syariah, 2012, p. 91).

2. Asas Kebebasan (al-Hurriyah)

Untuk membuat perikatan, Islam memberikan kebebasan bagi para pihak.
Bentuk serta isi perikatan ditentukan oleh para pihak. Jika bentuk dan isi telah
disepakati, maka perikatan itu mengikat para pihak yang bersepakat dan segala
hak dan kewajiban harus dipenuhi.

3. Asas Keadilan (al-Adalah)
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Asas keadilan dalam muamalah adalah terwujudnya nilai-nilai keadilan
antara para pihak yang berakad. Penerapan asas ini dalam suatu perjanjian atau
akad menuntut para pihak untuk berbuat benar dalam menyatakan kehendak dan
keadilan, melaksanakan semua kewajibannya. Perjanjian tersebut harus selalu
mendatangkan manfaat yang adil dan seimbang, serta tidak boleh merugikan
pihak manapun.

4. Asas Kerelaan (al-Ridha)

Dalam membuat perjanjian jual beli harus dibuat atas dasar kesepakatan
bersama, atas dasar suka sama suka dan kerelaan keduanya, sehingga tidak ada
yang merasa terpaksa.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (ash-Shidq)

Jika kita tidak jujur dalam membuat perjanjian, maka akan merusak
legitimasi perjanjian itu sendiri, yang akan mengakibatkan perselisihan antar
kedua belah pihak.

6. Asas Tertulis (al-Kitabah)

Setiap perjanjian harus dicapai dalam bentuk tertulis, jika ada perselisihan

dikemudian hari, itu lebih untuk pembuktian (Anshori, 2010, p. 33).
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah menggolongkan jual beli menurut tinjauan hukum, yang

terdiri dari :

a) Jual beli shahih (Halal)
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Merupakan jual beli yang terpenuhi persyaratan dan rukun yang
telah ditetapkan. Sayyid Sabig mengartikan jual beli shahih dengan
jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat (Haroen, 2007, p. 356).

b) Jual beli bathil
Adalah jual beli yang tidak memenuhi persyaratan dan rukunnya.
Jenis-jenis jual beli bathil yaitu :
1) Menjual sesuatu yang tidak ada.
2) Menjual belikan yang mengandung unsur penipuan.
3) Menjual belikan benda najis.
4) Jual beli al-urbun.
5) Menjual belikan barang yang dipunyai oleh alam yang mana
seluruh orang berhak atas itu (Haroen, 2007, pp. 121-125).
c) Jual beli fasid

Merupakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara’ (rukun
dan syarat) ,tetapi tidak memenuhi ketentuan syara’ pada sifatnya. Jika
kerusakan dalam penjualan itu berkaitan dengan barang yang
diperdagangkan, maka hukumnya tidak sah. Sementara, jika kerusakan
pada jual beli terkait dengan harga barang dan dapat diperbaiki, maka
menjadi jual beli fasid.

Terdapat 2 jenis jual beli yang dilarang, yakni jual beli yang dilarang dan
hukumnya tidak sah (batal) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang.
1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, yaitu jual beli yang

tidak terpenuhi persyaratan dan rukunnya yang terdiri dari :
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b)

f)

9)

h)

)

2)

Menjual belikan zat yang haram, najis seperti khamr, bangkai, babi,
dll.

Jual beli bersyarat, merupakan jual beli yang ijab qabulnya
dihubungkan dengan persyaratan tertentu yang tidak terkait pada jual
beli.

Jual beli yang mengakibatkan kemudharatan.

Jual beli yang dilarang karena di aniaya.

Jual beli gharar, merupakan menjual barang yang belum jelas, sifatnya
masih spekulatif, samar-samar dan menimbulkan kerugikan salah satu
pihak.

Jual beli mulamasah, dilakukan secara sentuh menyentuh.

Jual beli munabadzah, dilakukan secara lempar melempar.

Jual beli muzabanah, yakni memperjualbelikan buah yang basah
dengan buah yang kering.

Jual beli muhagalah, merupakan memperjualbelikan tanaman yang
masih di kebun atau ladang ketika belum siap dipanen. Hal ini dilarang
oleh agama karena ada unsur gharar di dalamnya.

Jual beli mukhadarah, merupakan menjual buah-buahan yang masih
hijau dan masih kecil. Hal seperti ini dilarang agama karena masih
bersifat samar-samar (Ya'kub, 1992, p. 124).

Jual beli yang hukumnya sah namun dilarang, adalah jual beli yang
sudah terpenuhi rukun dan syarat, namun terdapat beberapa faktor

yang membuat jual beli ini menjadi tidak boleh, terdiri dari :
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b)

d)

f)

9)

h)

Jual beli orang yang masih melakukan tawar-menawar.

Talaqqgi rukban, merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara
menguasai barang sebelum tiba di pasar dengan tujuan dapat
membelinya dengan harga murah atau dengan kata lain menghadang
dagangan diluar pasar/kota.

Ihtikar, merupakan membeli barang secara borongan dengan tujuan
untuk ditumpuk/timbun, lalu dijual kembali ketika harga sedang naik
karena langkanya barang tersebut.

Jual beli barang hasil curian.

Jual beli yang membuat jauh dari ibadah. Misalnya pada saat waktunya
sholat, namun penjual malah mementingkan jualannya daripada
ibadah, sehingga membuat ia tidak mengikuti shalat berjamaah di
masjid.

Jual beli ‘inah, merupakan menjual suatu barang dagangan kepada
orang lain secara tempo (kredit) lalu si penjual membeli kembali
barang tersebut dengan harga lebih rendah dan secara tunai.

Jual beli najasy, maksudnya yaitu penjual menyuruh seseorang untuk
menawar barang dengan harga yang lebih tinggi pada saat calon
pembeli tiba, sedangkan dia tidak akan membelinya.

Menjual barang diatas penjualan orang lain yang masih dalam masa
khiyar.

Jual beli tadlis (penipuan), yaitu dilakukan dengan cara menipu

saudara seiman dengan cara menjual barang dagangan yang terdapat
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cacat di dalamnya, padahal si penjual tau bahwa adanya kecacatan
namun tidak mau memberitahukan kepada pembeli (Sudiarti, 2018, pp.
87-88).

6. Kriteria Barang Dalam Hukum Jual Beli Secara Islam

Barang itu bersifat halal, baik wujudnya atau cara memperolehnya.
Menjual belikan barang yang suci. Seandainya barang itu terkena
najis, maka barang itu dapat dibersihkan kembali.

Barang itu harus bisa dipergunakan dan memberikan kemanfaatan
bagi si pembeli. Setiap barang yang tidak memiliki manfaat tidak
boleh diperjualbelikan, walaupun itu barang bekas, tetapi apabila
barang itu berguna dan mempunyai manfaat bagi pembelinya, maka
sah saja untuk diperjualbelikan. Sebab barang itu bernilai.

Barangnya harus jelas dan diketahui wujud serta sifatnya.

Barang itu merupakan hak milik dari si penjual atau penjual meminta
bantuan kepada orang lain sebagai wakil dalam menjualkan
barangnya.

Barang yang akan diperjualbelikan harus ada di tempat akad, jika
barangnya tidak ada atau tidak dapat dilihat (gaib). Maka, akadnya
menjadi cacat (fasid), kecuali para pihak menyepakati lain, namun saat
waktunya telah sampai, barang itu tetap harus diserahkan dan ada

ditangan orang yang berhak menerimanya (pembeli).
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BAB Il
PEMBAHASAN
A. Sistem Pajak (ljon) Pohon Sagu Di Desa Sendanu Darul Ihsan,
Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Tokoh Masyarakat di Desa
Sendanu Darul lhsan (pada tanggal 6 Maret 2021), yakni Pak Ramlan, bahwa
sistem Pajak ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan di
Desa Sendanu Darul lhsan. Kata “Pajak” berasal dari bahasa yang sering
diucapkan oleh daerah setempat yang mana bermaksud bahwa mereka menjual
menjual pohon sagu yang belum siap untuk dipanen kepada Tauke (pembeli),
sehingga kata Pajak ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk
menggambarkan hal itu. Untuk mengetahui dengan pasti kapan kata Pajak itu
muncul tidak bisa dipastikan, karena masyarakat di Desa Sendanu Darul lhsan
hanya mengikuti kebiasaan orang tua dahulu.

Yang dimaksud dengan sistem Pajak pohon sagu di Desa Sendanu Darul
Ihsan adalah menjual pohon sagu yang belum siap untuk dipanen atau belum
cukup umurnya karena masih sangat muda dan belum layak untuk ditebang
pohonnya, sehingga ditangguhkan sampai pohon sagu layak untuk dipanen dan
Tauke membelinya dengan hitungan per batang dengan harga beli yang murah.

Berbeda halnya dengan menjual pohon sagu dengan cara biasa yang mana
pohon sagu dijual ketika memang sudah siap untuk dipanen dengan hitungan
harga per tual (potongan-potongan sagu dalam ukuran tertentu) dan harganya

ditentukan sesuai dengan harga yang ada di pasaran pada saat itu.
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Untuk mengetahui proses sistem Pajak Pohon Sagu di Desa Sendanu
Darul lhsan dapat diketahui dari dua sumber yaitu Pertama, pihak penjual
(pemajak) yang menjual pohon sagu. Kedua, Tauke (pembeli).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Tauke (pembeli) yang
mana di Desa Sendanu Darul lhsan terdapat 2 Tauke (pembeli) yaitu Pak Harun
dan Pak Suhaili. Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret
2021) kepada Tauke (pembeli) yakni Pak Harun dan Pak Suhaili, peneliti
menanyakan mengenai “Bagaimana sistem Pajak pohon sagu ?”’

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Sistem Pajak pohon sagu diawali dengan si pemajak (penjual)
yang mendatangi Tauke bermaksud menjual pohon sagunya
yang belum siap untuk dipanen. Kemudian saya dan si
pemajak pergi ke kebun sagu untuk melihat apakah benar-
benar ada pohon sagu yang akan di Pajak itu. Setelah melihat
ke kebun sagu saya menghitung pohon sagu tersebut ada
berapa yang cukup untuk di Pajak sesuai dengan uang yang
diinginkan oleh pemajak (penjual). Kemudian setelah si
pemajak sepakat dengan harga yang telah saya tentukan, saya
menyuruh dia datang ke rumah kembali untuk mengambil
duitnya secara tunai. Untuk proses penebangan pohon sagu
ditangguhkan dengan waktu hingga pohon sagu yang di Pajak
itu sudah layak untuk dipanen.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden Tauke (pembeli) yakni Pak

Harun dan Pak Suhaili dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem Pajak pohon sagu

yang dilakukan oleh kedua Tauke itu sama. Sistem Pajak pohon sagu mempunyai
beberapa tahap dalam Pemajakan, yaitu :

1. Tahap pertama, yaitu diawali dengan si penjual (pemajak) mendatangi

Tauke dengan maksud menjual pohon sagunya dengan sistem Pajak.
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2. Tahap kedua yaitu survey, Tauke bersama pemajak (penjual) mendatangi
kebun sagu si pemajak dengan tujuan untuk melihat kondisi pohon sagu. .

3. Tahap ketiga, yaitu Tauke memperhitungkan jumlah pohon sagu yang
layak untuk di Pajak sesuai dengan uang yang diinginkan oleh penjual
(pemajak).

4. Tahap keempat, yaitu tahapan Tauke dalam menentukan harga. Yang
mana setelah diperhitungkan pohon sagu yang layak untuk di Pajak
dengan jumlah tual sagu yang ada dikebun sagu tersebut, Tauke
mementukan harga yang cocok untuk dihargai per batang pohon sagunya
itu. Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak si Tauke
menyuruh si penjual (pemajak) untuk datang ke rumahnya.

5. Tahap kelima, yaitu tahapan penyerahan uang. Tauke menyerahkan
uangnya dengan asas saling percaya dan diberikan kwitansi sebagai bukti
transaksi.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada
Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Apa yang menjadi
alasan bapak sehingga tertarik untuk membeli pohon sagu dengan sistem Pajak ini
o9

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :
Karena untuk investasi jangka panjang dan saya berniat untuk
membantu orang-orang di Desa ini yang sedang kesulitan.
Dengan Sistem Pajak sagu ini saya merasa diuntungkan
karena keuntungannya berkali lipat akan tetapi waktu
menunggunya lama.
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Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan
bahwa alasan kedua Tauke tertarik membeli pohon sagu dengan sistem Pajak ini
sama, yaitu pohon sagu dapat dijadikan investasi jangka panjang bagi Tauke dan
ia juga berniat menolong orang-orang di kampungnya yang sedang membutuhkan
uang. Disamping itu jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak, si Tauke merasa
diuntungkan karena harga beli pohon sagu dengan sistem Pajak sangat murah,
jadi ketika pohon sagu telah selesai proses pemajakannya Tauke menjual pohon
sagu tersebut dengan hitungan per tual dan tentunya harga jualnya jauh berbeda
dengan sistem Pajak dan ia mendapatkan keuntungan berkali lipat. Akan tetapi
Tauke harus menunggu waktu penebangan pohon sagu yang lama.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada
Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana ciri-ciri
pohon sagu yang bisa di Pajak ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :
Ciri-cirinya yaitu ketika batang pohon sagu sudah mulai
terbentuk di usia 3 tahun berarti pada saat itu pohon sagu
baru tual 3.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan
bahwa kedua Tauke sama-sama menyimpulkan ciri-ciri pohon sagu yang bisa
dijual dengan sistem Pajak yaitu ketika batang pohon sagu sudah mulai terbentuk
di usia 3 tahun yang mana di usia 3 tahun pohon sagu baru tual 3.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada
Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana ciri-ciri

pohon sagu yang memang sudah layak untuk dipanen ?”’
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a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Pohon sagu baru bisa dipanen paling cepat ketika berusia 10
tahun itupun jika pohon sagu tumbuh dengan baik, dibawah
umur itu keadaan pohon sagu belum bisa dimanfaatkan.
Pohon sagu siap dipanen ketika sudah bisa dipotong menjadi
10 tual. Tual adalah potongan-potongan sagu dalam ukuran
tertentu dalam satu tual sagu tidak bisa sembarangan potong
karena ditentukan oleh Tauke, pada umumnya ukuran yang
biasa dipakai 105 cm per tual.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan
bahwa kedua Tauke tersebut sama-sama menyimpulkan pohon sagu baru layak
dipanen paling cepat pada saat usia 10 tahun itupun jika kondisi pertumbuhan
pohon sagu baik dan sudah bisa dipotong menjadi 10 tual. Tual adalah potongan-
potongan sagu dalam ukuran tertentu dalam satu tual sagu tidak bisa sembarangan
potong karena ditentukan oleh Tauke, pada umumnya ukuran yang biasanya
dipakai adalah 105 cm per tual.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada
Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana cara
Tauke menghitung harga pohon sagu dengan sistem Pajak ini ?”’

a) Jawaban dari Pak Harun :
Saya menghitung harga Pajak pohon sagu tergantung sagu
sudah tual berapa, semakin lama sagu baru bisa ditebang
maka semakin murah harga Pajak sagu. Kalau baru tual 3, 4,
5 itu saya menaruh harga Rp. 70.000 per batangnya,
sedangkan kalau sudah tual 6, 7, 8 saya menaruh harga Rp.
100.000 per batangnya. Saya tidak pernah menaruh harga
Pajak pohon sagu diatas Rp. 100.000.

b) Jawaban dari Pak Suhaili :
Saya menghitung harga Pajak pohon sagu tergantung sagu
sudah tual berapa, saya tidak pernah menaruh harga Pajak
pohon sagu diatas Rp. 100.000. Kalau baru tual 3, 4, 5 itu
saya menaruh harga Rp. 65.000 per batangnya, sedangkan
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kalau sudah tual 6, 7, 8 saya menaruh harga Rp. 95.000 per
batangnya.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan
bahwa terdapat perbedaan harga Pajak sagu diantara kedua Tauke, berdasarkan
hasil wawancara dengan Pak Harun dapat diketahui bahwa ia memperhitungkan
harga Pajak pohon sagu tergantung pada saat di Pajak sagu sudah tual berapa,
jika pohon sagu baru tual 3, 4, 5 ia menaruh harga Rp. 70.000, namun jika sudah
tual 6, 7, 8 ia menaruh harga Rp. 100.000 per batangnya. Sedangkan Pak Suhaili
menaruh harga Rp. 65.000 jika pohon sagu baru tual 3, 4, 5, namun jika sudah
tual 6, 7, ia menaruh harga Rp. 95.000 per batangnya. Semakin lama pohon sagu
baru bisa ditebang maka semakin murah juga harga jual pohon sagu dengan
sistem Pajak dan kedua Tauke juga tidak pernah menaruh harga Pajak pohon sagu
diatas Rp. 100.000.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada
Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana cara
Tauke menghitung harga pohon sagu dengan sistem jual beli pohon sagu pada
umumnya ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Ketika saya membeli pohon sagu yang memang sudah
sepatutnya untuk dipanen saya menghitung harga pohon sagu
dengan hitungan per tual, yang mana harga sagu per tual nya
mengikuti harga pasaran misalnya Rp 45.000 namun sampai
juga di harga Rp. 50.000. Misalnya pohon sagu yang saya
beli itu tual 10 dan harga pohon sagu ketika itu Rp. 45.000
per tual nya, maka harga pohon sagu menjadi Rp. 450.000
per pohon.
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Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan
bahwa kedua Tauke menyimpulkan hal yang sama dalam jual beli pohon sagu
dengan sistem pada umumnya yaitu Tauke membeli pohon sagu ketika memang
sudah waktunya pohon sagu bisa dipanen. Cara menghitung harga pohon sagu
dengan sistem jual beli pohon sagu pada umumnya yaitu pohon sagu dihitung
hitungan per tual, yang mana per tual nya mengikuti harga pasaran misalnya Rp.
45.000 namun sampai juga pada harga Rp. 50.000. Misalnya, pohon sagu yang
Tauke beli itu tual 10 dan harga pohon sagu saat itu Rp. 45.000 per tual nya,
maka Tauke membeli senilai Rp. 450.000 per pohon sagu. Hal ini tentu saja
memiliki perbedaan harga yang jauh berkali lipat dengan jual beli pohon sagu
dengan sistem Pajak.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada
Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana cara
transaksi jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak ?”’

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Jual beli Pajak pohon sagu ini dilakukan secara lisan saja,
cara seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di
kampung ini. Tidak ada perjanjian secara tertulis dalam Pajak
sagu ini karena kami sesama orang kampung saling percaya
saja dan masih ada ikatan keluarga. Setelah saya dan si
pemajak sepakat lalu saya menulis bukti pembelian pohon
sagu dengan sistem Pajak melalui kwitansi yang didalamnya
ditulis tanggal transaksi, harga Pajak pohon sagu, nama
pemajak, dan tanda tangan. Terlebih lagi sistem Pajak pohon
sagu juga sudah menjadi kebiasaan di Desa ini sejak jaman
dulu.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan

bahwa cara transaksi jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak dilakukan secara
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lisan tanpa adanya perjanjian tertulis diantara kedua belah pihak, karena mereka
menerapkan asas kekeluargaan dan saling percaya, bukti transaksi hanya melalui
kwitansi yang didalamnya tercantum tanggal transaksi, nama si penjual, harga
Pajak pohon sagu dan tanda tangan.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada
Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Apakah pohon
sagu yang sedang di Pajak boleh dijual kepada orang lain ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Tidak boleh. Jika si pemajak menjual pohon sagunya yang
sedang dalam proses pemajakan ke orang lain maka ia
dikenakan denda dengan membayar sesuai dengan harga
pohon sagu yang ia Pajak ke saya dan bisa juga si pemajak
harus mengganti dengan pohon sagu yang baru, tergantung
kesepakatan antara saya dan pemajak. Jika ia tidak bisa
mengganti dengan pohon yang baru maka ia harus mengganti
dengan sejumlah uang sesuai dengan harga pohon sagu yang
ia Pajak.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan
bahwa dalam proses Pajak pohon sagu si penjual (pemajak) tidak boleh menjual
pohon sagunya ke Tauke lain. Apabila hal itu terjadi maka Tauke memiliki 2
alternatif sebagai jalan tengahnya, yaitu yang pertama Tauke memberikan denda
kepada si pemajak (penjual) harus membayar dengan sejumlah uang yang Tauke
berikan pada saat si pemajak (penjual) menjual pohon sagunya dan yang kedua si
pemajak (penjual) harus menggantikan dengan pohon sagu yang baru.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada
Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana proses

pemanenan pohon sagu dengan sistem Pajak ?”
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a)

Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Saya datang ke si pemajak menyampaikan maksud bahwa
saya ingin menebang pohon sagu yang siap untuk dipanen
sesuai dengan uang yang diambil oleh si pemajak. Apabila
pohon sagu yang ditebang tidak cukup untuk mencukupi
uang yang diambil oleh si pemajak, maka saya menunggu
hingga tahun kedepannya untuk ditebang jika sudah bisa
untuk dipanen.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan

bahwa cara kedua Tauke dalam proses pemanenan pohon sagu dengan sistem

Pajak itu sama, yaitu Tauke mendatangi penjual (pemajak) dengan maksud

menyampaikan bahwa Tauke ingin menebang pohon sagu yang sudah siap untuk

dipanen sesuai dengan uang yang diambil oleh pemajak. Apabila jumlah pohon

sagu yang ditebang belum cukup untuk mencukupi uang yang diambil oleh

pemajak, maka Tauke harus menunggu hingga tahun kedepannya.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada

Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Apakah pernah

terjadi musibah pada kebun sagu yang sedang di Pajak ?”’

a)

b)

Jawaban dari Pak Harun :

Pernah. Pada tahun 2019 di salah satu kebun sagu yang masih
dalam proses pemajakan kebun sagunya terbakar,
dikarenakan tanah disini tanah gambut. Pernah juga kebun
sagu yang sedang di Pajak terdapat hama, seperti pohon sagu
diusik oleh babi hutan dan kera sehingga pohon sagu mati.
Pohon sagu rentan terkena hama pada saat pohon sagu
berusia 3-5 tahun.

Jawaban dari Pak Suhaili :

Pernah. Pada tahun 2020 di salah satu kebun sagu yang masih
dalam proses pemajakan kebun sagunya terbakar. Pernah
juga kebun sagu yang sedang di Pajak terdapat hama, seperti
pohon sagu diusik oleh babi hutan dan kera sehingga pohon
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sagu mati. Pohon sagu rentan terkena hama pada saat pohon
sagu berusia 3-5 tahun.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan
bahwa pernah terjadi musibah pada kebun sagu yang masih dalam proses
pemajakan, musibahnya seperti terjadi kebakaran dikarenakan tanah di Desa
Sendanu Darul Ihsan itu tanah gambut dan gangguan hama oleh babi hutan dan
kera, gangguan hama ini terjadi pada usia sagu 3-5 tahun. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Pak Harun diketahui bahwa pada tahun 2019 kebun sagu si
pemajak terbakar dan pada tahun 2020 Pak Suhaili juga mengalami musibah
seperti itu.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada
Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana bentuk
pertanggungjawaban apabila terjadi musibah pada kebun sagu yang di Pajak ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Kalau kebun sagu yang memang belum bisa ditebang
terbakar maka menjadi tanggung jawab si pemajak harus
menggantinya dengan pohon sagu yang baru. Tapi kalau
kebun sagunya yang terbakar ketika sudah layak untuk
dipanen namun saya menunda-nunda waktu penebangan
karena saya menunggu harga pohon sagunya mahal dan saya
berpikir bahwa pohon sagunya bisa tumbuh semakin tinggi
lagi biasanya berdasarkan kesepakatan antara saya dan si
pemajak, pohon sagu yang masih bisa ditebang diselamatkan
karena tidak hangus terbakar api walaupun belum layak untuk
dipanen untuk menggantikan dengan pohon sagu Yyang
terbakar tadi.

Namun, kalau kebun sagu diusik oleh hama maka menjadi
resiko si pemajak harus mengganti dengan pohon sagu yang
baru.
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Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan
bahwa bentuk pertanggungjawaban diantara kedua Tauke itu sama, yaitu apabila
terjadi musibah di kebun sagu yang sedang di Pajak selalu memberatkan pada
pihak penjual (pemajak) karena apabila sagu yang belum bisa untuk ditebang
terbakar maka menjadi tanggung jawab si penjual (pemajak) harus mengganti
dengan pohon yang baru. Tetapi kalau kebun sagunya terbakar ketika sagu sudah
bisa untuk ditebang namun Tauke menunda-nunda waktu penebangan dengan
alasan Tauke menunggu harga jual sagu mahal dan berpikir bahwa pohon sagunya
bisa tumbuh lebih tinggi lagi, maka pertanggungjawabannya sesuai dengan
kesepakatan antara Tauke dan pemajak. Pada kebiasaannya pohon sagu yang
masih bisa diselamatkan karena tidak hangus terbakar itu ditebang walaupun
belum waktunya untuk dipanen. Apabila pohon sagu diusik oleh hama maka
pertanggungjawabannya pohon sagu itu menjadi resiko si pemajak. Yang mana
membuat proses jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak ini menjadi makin

lama ditangguhkan dalam jangka waktu yang tidak pasti.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada penjual (pemajak) yang
menjual pohon sagunya dengan sistem Pajak. Peneliti bertanya mengenai alasan
mereka melakukan Pajak pohon sagu, keuntungan dan kerugian yang dirasakan

dalam Pajak sagu ini.

Pertama, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 9 Maret 2021
kepada penjual (pemajak) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak
Guntur. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan

sistem Pajak karena untuk menambah biaya hajatan sebesar Rp. 5.000.000. Pak
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Guntur memajak pohon sagunya pada tahun 2015 melalui Pak Harun selaku
Tauke (pembeli) di Desa itu. Pohon sagunya dihargai Rp. 70.000 per batangnya
oleh Tauke. Pada tahun 2020 sebagian pohon sagu yang ia Pajak sudah dilakukan
penebangan yang pertama. Tetapi karena pada saat penebangan pertama jumlah
Pajak pohon sagu yang sudah layak untuk dipanen belum mencukupi sesuai
dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh si penjual, maka Tauke harus
menunggu kira-kira 2 hingga 3 tahun lagi untuk penebangan tahap kedua sampai
anakan pada pohon sagu yang di Pajak siap untuk ditebang. Menurut Pak Guntur
keuntungan menjual pohon sagu dengan sistem Pajak yaitu ketika sedang terdesak
duit ia bisa memajak pohon sagunya dengan mudah. Sedangkan kerugiannya yaitu
Tauke menaruh harga Pajak sagu sangat murah sesuka hati ia saja, seharusnya
harga pohon sagu mahal tetapi karena ia membutuhkan duit ia terpaksa menjual
pohon sagu dengan sistem Pajak dan tentunya disini Tauke yang merasa

diuntungkan karena dapat untung berkali lipat.

Kedua, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 9 Maret 2021 kepada
penjual (pemajak) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak Munawir.
Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan sistem Pajak
karena untuk membeli perabot rumahnya sebesar Rp. 3.000.000. Pak Munawir
memajak pohon sagunya pada tahun 2018 melalui Pak Harun selaku Tauke
(pembeli) di Desa itu. Pada saat itu pohon sagunya dihargai Rp. 100.000 per

batangnya oleh Tauke.

Namun pada tahun 2019 kebun sagu milik beliau terbakar yang membuat

kebun sagunya hangus terbakar pada saat sagu belum siap untuk dipanen.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Munawir pohon sagu yang hangus
terbakar itu harus diganti dengan pohon sagu yang baru terpaksa Tauke harus
menunggu hingga tumbuh tunas baru di kebun tersebut. Menurut Pak Munawir
keuntungan menjual pohon sagu dengan sistem Pajak yaitu pada saat terdesak duit
ia bisa memajak pohon sagunya dengan mudah. Sedangkan kerugiannya yaitu
Tauke menaruh harga Pajak sagu sangat murah, terlebih lagi kebun sagu yang ia
Pajak mengalami musibah kebakaran yang membuat Pak Munawir mau tidak mau
harus mengganti dengan pohon sagu yang baru karena sudah berdasarkan

kesepakatan.

Ketiga, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 9 Maret 2021 kepada
penjual (pemajak) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak Azmawi.
Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan sistem Pajak
karena untuk biaya berobat istrinya sebesar Rp. 2.000.000. Pak Azmawi memajak
pohon sagunya pada tahun 2017 melalui Pak Harun selaku Tauke (pembeli) di

Desa itu. Pohon sagunya dihargai Rp. 70.000 per batangnya oleh Tauke.

Namun pada saat proses Pemajakan, pohon sagu yang di Pajak oleh Pak
Azmawi diusik oleh Babi Hutan dan Kera yang menyebabkan pohon sagu
tumbang dan sesuai kesepakatan dengan Tauke maka pohon yang rusak tadi harus
diganti dengan pohon sagu yang baru. Menurut Pak Azmawi sebenarnya lebih
banyak kerugian daripada keuntungannya, karena ketika menjual pohon sagu
dengan sistem Pajak ini tentu saja harga menjadi murah. Namun karena ia pada
saat itu terdesak duit dan tidak ada jalan yang lain, jadi ia terpaksa memajak

pohon sagunya.
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Keempat, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 9 Maret 2021
kepada penjual (pemajak) pohon sagu di Desa Sendanu Darul lhsan, yakni Pak
Syahril. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan
sistem Pajak karena untuk biaya lamaran anaknya sebesar Rp. 6.000.000. Pak
Syahril memajak pohon sagunya pada tahun 2020 melalui Pak Harun selaku
Tauke (pembeli) di Desa itu. Pada saat itu pohon sagunya masih tual 7, ia
memajak 60 batang pohon sagu yang ada di kebunnya dan dihargai Rp. 100.000
per batangnya oleh Tauke. Menurut Pak Syahril keuntungan ia menjual pohon
sagu dengan sistem Pajak ini yaitu ketika ia membutuhkan duit, Pajak sagu inilah
menjadi jalan yang mudah. Namun kerugiannya yaitu harga pohon sagu yang

dijual menjadi jauh menurun dan Tauke sesuka ia menaruh harga.

Kelima, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2021
kepada penjual (pemajak) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak
Yusri. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan sistem
Pajak karena untuk biaya anaknya sakit sebesar Rp. 1.000.000. Pak Yusri
memajak pohon sagunya pada tahun 2017 melalui Pak Suhaili selaku Tauke
(pembeli) di Desa itu. Pada saat itu pohon sagunya dihargai Rp. 65.000 per
batangnya oleh Tauke. Menurut Pak Yusri keuntungan ia menjual pohon sagunya
dengan sistem Pajak ini adalah disaat ia membutuhkan uang, pohon sagu ini bisa
dengan mudah di Pajak ke Tauke. Namun kerugiannya yaitu, harga jual pohon
sagu menjadi murah, Tauke pun menaruh harga sesuka hatinya dan mendapatkan

keuntungan berkali kali lipat.
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Keenam, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2021
kepada penjual (pemajak) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak
Rianto. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan
sistem Pajak karena untuk melunasi kredit motor sebesar Rp. 1.000.000. Pak
Rianto memajak pohon sagunya pada tahun 2019 melalui Pak Suhaili selaku
Tauke (pembeli) di Desa itu. Pada saat itu pohon dihargai Rp. 95.000 per

batangnya oleh Tauke.

Namun pada tahun 2020 kebun sagu milik beliau terbakar yang membuat
batang pohon sagunya hangus terbakar pada saat sagu belum siap untuk dipanen.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Rianto pohon sagu yang hangus
terbakar itu harus diganti dengan pohon yang baru berdasarkan kesepakatan yang
dibuat oleh ia dan Pak Rianto selaku Tauke pada saat setelah terjadi kebakaran.
Menurut Pak Rianto keuntungan dari menjual pohon sagu dengan sistem Pajak ini
yaitu bisa mempermudah kita ketika sedang membutuhkan uang. Sedangkan
kerugiannya yaitu harga sagu yang ditaruh Tauke sangat murah, terlebih lagi
kebun sagu beliau terbakar ia harus mengganti dengan pohon sagu yang baru yang

mana membuat semakin lama proses Pajak sagu ini.

Ketujuh, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2021
kepada penjual (pemajak) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak
Riki. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan sistem
Pajak karena untuk biaya anaknya masuk sekolah sebesar Rp. 1.000.000. Pak
Riki memajak pohon sagunya pada tahun 2020 melalui Pak Suhaili selaku Tauke

(pembeli) di Desa itu. Pada saat itu pohon sagunya dihargai Rp. 65.000 per
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batangnya oleh Tauke. Menurut Pak Riki keuntungan menjual pohon sagu dengan
sistem Pajak ini adalah ketika sedang terdesak duit jalan satu-satunya yang
mudah yaitu Pajak pohon sagu ini, sedangkan kerugiannya adalah harga Pajak

sagu murah dan Tauke mengambil untung terlalu banyak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yaitu penjual
(pemajak) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan dapat ditarik kesimpulan
bahwa alasan mereka menjual pohon sagunya dengan sistem Pajak karena
terdesak duit dan memenuhi gaya hidupnya. Adapun keuntungan yang dirasakan
oleh penjual (pemajak) adalah mereka merasa dimudahkan pada saat sedang

terdesak duit.

Pak Munawir mengatakan bahwa pada saat masih dalam proses
pemajakan, pohon sagu yang ia Pajak mengalami musibah kebakaran yang
mengakibatkan ia harus mengganti dengan pohon sagu yang baru, hal ini sudah
sesuai kesepakatan yang dibuat oleh beliau dan Tauke. Hal yang sama dirasakan
juga oleh Pak Rianto yang membuat ia mau tidak mau harus mengganti dengan
pohon sagu yang baru karena sudah sesuai kesepakatan. Sementara itu Pak
Azmawi juga merasakan musibah pada kebun sagunya yang mana pohon sagu
yang ia Pajak diusik oleh Babi Hutan dan Kera yang membuat pohonnya tumbang
dan sesuai kesepakatan dengan Tauke ia harus mengganti dengan pohon sagu
yang baru. Hal ini tentu saja akan membuat proses Pajak pohon sagu menjadi

bertambah lama dengan penangguhan jangka waktu yang tidak pasti.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual (pemajak) dapat
disimpulkan bahwa mereka sebenarnya penjual (pemajak) merasa dirugikan
dalam sistem Pajak ini karena harga yang diberikan oleh Tauke sangat murah dan
Tauke pun meletak harga sesuka hatinya saja, tetapi karena mereka terdesak duit
dan untuk memenuhi gaya hidupnya, mereka tidak bisa menolak karena dalam
keadaan mendesak. Terlebih lagi jika kebun sagu yang mereka Pajak terjadi
musibah seperti yang telah Peneliti jelaskan diatas, pertanggungjawaban
sepenuhnya ada pada si penjual (pemajak). Dalam sistem Pajak ini yang
diuntungkan adalah Tauke karena mendapatkan keuntungan yang berkali lipat

meskipun Tauke harus menunggu waktu penebangan hingga siap untuk dipanen.
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pajak (Ijon) Pohon Sagu
(Studi Kasus Di Desa Sendanu Darul lhsan, Kecamatan Tebing

Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan muamalah merupakan kegiatan
yang selalu dilakukan oleh manusia. Namun, dalam kenyataannya masih banyak
kegiatan muamalah yang melanggar syariat dan melanggar hak-hak orang lain.
Proses yang terjadi dalam jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak yang di Desa
Sendanu Sendanu Darul Ihsan dari awal hingga akhir ini menjadi poin penting

agar dapat menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli dalam Islam.

Pada saat ini perkembangan jenis transaksi semakin beragam yang
tentunya memerlukan penyelesaiannya dari segi hukum Islam walaupun pada
dasarnya segala transaksi itu boleh. Sebagaimana dijelaskan pada kaidah figih

dibawah ini :
A AT o S 3 AR AR Gy el b 3l
Artinya : “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil

yvang menunjukkan keharamannya.”

Al-Qur’an sebagai landasan utama dalam bermuamalah tidak mengatur
secara mendalam mengenai tata cara jual beli, di dalam Al-Qur’an hanya
menyampaikan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqgarah ayat 275 :
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Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu
karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat
peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa
mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS.
Al-Bagarah: 275)

Makna dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Jual beli akan menjadi sah apabila tidak terkandung
unsur riba di dalamnya, jual beli yang terkandung unsur riba di dalamnya berarti
jual belinya menjadi tidak sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Tauke (pembeli)
pohon sagu dengan sistem Pajak dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan
oleh kedua belah pihak dilakukan secara lisan, setelah terjadi kesepakatan antara
pihak penjual (pemajak) dan Tauke (pembeli), pihak pemajak menerima uang
tunai kemudian saat itu juga pohon sagu menjadi milik Tauke (pembeli) dan
waktu penebangan pohon sagu ditangguhkan hingga layak untuk dipanen dalam
jangka waktu bertahun-tahun. Namun cara Tauke menentukan harga pajak pohon

sagu sesuka hati ia saja, Tauke tidak mau menaruh harga beli Pajak sagu diatas
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Rp. 100.000, karena ia lebih memikirkan keuntungan yang diperoleh dari hasil
membeli pohon sagu dengan sistem Pajak. Menurut Tauke pohon sagu ini
menjadi investasi jangka panjang yang mana apabila sudah siap untuk dipanen
akan mendapatkan keuntungan berkali lipat.
Masyarakat di Desa Sendanu Darul lhsan, beranggapan bahwa sistem
Pajak Pohon Sagu ini sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi dalam praktik jual
beli haruslah terpenuhi persyaratan dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam,
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB Il Tinjauan Umum jual beli
dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam
Islam. Jika terdapat rukun dan persyaratan yang tidak terpenuhi maka jual beli
menjadi tidak sah atau batal hukumnya.
Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu : (Hasan,
2003, p. 118).
1. Terdapat orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Terdapat sighat (ijab dan kabul)
3. Terdapat objek yang diperjualbelikan (ma 'qud alaih)

4. Terdapat nilai tukar pengganti barang (Tsaman)

Berdasarkan hal tersebut Peneliti akan menjelaskan mengenai pelaksanaan

sistem Pajak Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan sebagai berikut :

Berkenaan dengan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam
pelaksanaan sistem Pajak Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul lhsan sudah

terpenuhi yaitu sebagai berikut :
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1. Ada orang yang berakad (‘agidain)

Dalam sistem Pajak Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan terdapat
para pihak yang berakad, yaitu adanya penjual (pihak pemilik pohon sagu) dan
adanya pembeli (Tauke).

2. Sighat (ijab dan kabul)

Dalam sistem Pajak Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul lhsan
pelaksanaan ijab kabul dilakukan secara lisan yang terjadi pada saat pohon sagu
belum layak untuk dipanen (masih belum cukup umurnya dan belum bisa
dimanfaatkan), dan Tauke melakukan transaksi pembayaran kepada penjual
(pemajak) dengan cara memberikan uang sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang
diinginkan oleh penjual (pemajak) dan waktu penebangan ditangguhkan hingga
pohon sagu layak untuk ditebang/dipanen.

3. Barang yang dijualbelikan (objek akad)

Dalam sistem Pajak Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul lhsan objek atau

barang yang diperjualbelikan adalah pohon sagu.
4. Tsaman (nilai tukar pengganti barang)

Dalam sistem Pajak Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan nilai tukar
pengganti barangnya yaitu berupa uang yang dibayar tunai pada saat transaksi
Pajak pohon sagu.

Sesudah rukun jual beli sudah terpenuhi maka masih ada syarat jual beli
yang harus dipenuhi berdasarkan hukum Islam supaya dapat dikatakan jual beli itu
sah. Berikut penjelasan mengenai syarat dalam jual beli :

1. Syarat pihak yang berakad (‘agidain)
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a. Baligh dan berakal

Ukuran baligh seseorang adalah telah mimpi basah bagi laki-laki (Ihtilam)
dan sudah haidh bagi perempuan. Berarti dalam hal ini penjual dan pembeli dalam
sistem Pajak Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul lhsan sudah dalam kategori
baligh karena pelaku sistem Pajak Pohon Sagu adalah orang yang sudah tua dan
statusnya sebagai Kepala Keluarga.

Selain itu syarat jual beli yang lain adalah penjual dan pembeli haruslah
berakal, artinya orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, sehingga dapat
mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya. Bukan orang gila, terganggu
akal dan pikirannya, masih dibawah umur. Dalam sistem Pajak pohon sagu ini
penjual dan pembeli telah melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum
melakukan transaksi ini. Berarti dalam hal ini penjual dan pembeli telah
menggunakan akal dan pikirannya dalam bertransaksi.

b. Bukan paksaan

Dalam sistem Pajak pohon sagu di Desa Sendanu Darul lhsan pihak
penjual (pemajak) terpaksa menjual pohon sagunya dengan sistem Pajak dan mau
tidak mau menerima harga jual Pajak pohon sagu yang sangat murah diberikan
oleh Tauke karena terdesak duit dan untuk memenuhi gaya hidupnya.

2. Syarat akadnya (ijab gabul)

Dalam pelaksanaan sistem Pajak pohon sagu di Desa Sendanu Darul lhsan
ada unsur keterpaksaan disamping keuntungan dalam menjual pohon sagu dengan
sistem Pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penjual (pemajak) dapat

diketahui bahwa si pemajak terpaksa melepaskan pohon sagunya tersebut
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dikarenakan kebutuhan mendesak disamping itu untuk memenuhi gaya hidupnya.
Adapun akad dalam jual beli pohon sagu ini adalah secara lisan.
3. Syarat objeknya (ma 'qud alaih)

Dibawah ini adalah syarat objek jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak

di Desa Sendanu Darul lhsan yaitu sebagai berikut :
a. Milik orang yang melakukan akad

Berdasarkan hasil penelitian objek yang diperjualbelikan dalam sistem
Pajak pohon sagu di Desa Sendanu Darul lhsan adalah barang kepunyaan ia
sendiri yaitu milik si penjual pohon sagu (pemajak).

b. Barang harus jelas dan dapat diserahkan

Barang yang dijual itu harus jelas, nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik
ukuran maupun besarnya) dan dapat diserahkan. Sedangkan, hasil penelitian dari
yang telah Peneliti teliti objek dalam jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak di
Desa Sendanu Darul Thsan ini mengandung unsur gharar (tidak jelas).

Arti dari gharar yaitu tipuan, keraguan atau tindakan yang bertujuan agar
merugikan pihak lain (Hasan, 2003, p. 147). Gharar merupakan “ketidakpastian”
maksud dari ketidakpastian itu adalah ketidakpastian dalam transaksi muamalah
yang mana ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya
menimbulkan rasa ketidakadilan dan penganiayaan terhadap pihak lain (Rianto,
2015, p. 159).

Dikatakan gharar karena pohon sagu tersebut belum bisa diserahterimakan
melainkan masih ditangguhkan dengan jangka waktu bertahun-tahun hingga

pohon sagu siap untuk dipanen. Selain itu selama masa Pajak sagu tersebut dapat
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terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mana sesuai dengan hasil wawancara
peneliti dengan Pak Azmawi, Pak Rianto, dan Pak Munawir ketika proses
pemajakan pohon sagu, pohon sagu yang mereka punya mengalami kebakaran
yang mengakibatkan waktu penyerahan pohon sagu menjadi bertambah lama.
Sehingga dikhawatirkan akad ini dapat merugikan salah satu pihak dan juga
mengandung unsur gharar yang tentu saja bertentangan dengan syariat Islam.

c. Dapat dimanfaatkan

Berdasarkan hasil penelitian dalam sistem Pajak pohon sagu di Desa
Sendanu Darul Ihsan, pohon sagu yang di Pajak ini kemanfaatannya belum jelas
karena pohon sagu yang di Pajak tersebut belum layak untuk dipanen dan belum
dapat dipastikan, karena berdasarkan hasil penelitian dengan responden diketahui
bahwa terjadi musibah ditengah proses pemajakan pohon sagu.

4. Syarat nilai tukar pengganti barang (Tsaman)

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Dalam
sistem Pajak pohon sagu syarat yang terkait dengan Tsaman ini sudah sesuali
dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh penjual (pemajak).

Berdasarkan dari analisis diatas, peneliti dapat menilai bahwa dari segi
syarat objek jual beli dalam pelaksanaan sistem Pajak pohon sagu di Desa
Sendanu Darul lhsan tidak sah, karena dalam teori jual beli ada ketentuan yang
mensyaratkan bahwa objek yang diperjualbelikan (ma’qud alaih) tidak boleh
mengandung unsur Kketidakjelasan (gharar) dan merugikan salah satu pihak.
Unsur gharar dilarang oleh Islam karena setiap jual beli yang mengandung

gharar akan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.
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Keadaan sama-sama rela yang dicapai hanyalah sementara, yaitu
sementara ketika keadaannya masih belum jelas bagi kedua pihak. Di masa yang
akan datang, ketika situasinya telah jelas, salah satu pihak (penjual/ pembeli) akan
merasakan terzalimi, meskipun awalnya tidak seperti itu. Inilah magashid (tujuan)
dilarangnya gharar, jadi tidak ada pihak yang berakad yang merasa dirugikan
karena tidak mendapatkan haknya, jadi tidak akan terjadi ketidakharmonisan dan
permusuhan di antara kedua pihak (Adiwarman A. Karim, 2015).

Sistem Pajak pohon sagu ini menyebabkan ruginya pihak penjual
(pemajak) dan sebaliknya Tauke (pembeli) sangat diuntungkan dalam jual beli ini.
Pada transaksi sistem Pajak pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, dapat
dikatakan sebagai jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat jual beli
yaitu syarat dari barang yang diperjualbelikan (pohon sagu), syarat dapat
dimanfaatkan, syarat bukan paksaan dan syarat saling ridho. Dalam sistem Pajak
pohon sagu ini objek barang (pohon sagu) belum bisa diserahterimakan karena
masih ditangguhkan dalam keadaan belum layak untuk dipanen, selain itu pohon
sagu belum bisa dimanfaatkan karna belum nampak kelayakannya dan syarat
saling ridho dalam jual beli ini tidak bisa dipenuhi karena ada unsur bathil di
dalamnya, kemudian ada unsur keterpaksaannya. Dianggap bathil karena ada
pihak yang merasa dirugikan.

Pada transaksi jual beli, jika harapan tidak sesuai dengan hasil akhirnya,
pihak yang mengeluarkan dana sebagai ganti atas apa yang ditunggunya, tentu
saja merasakan kerugian. Itu sama dengan mengambil dan memiliki harta orang

lain secara bathil. Selain itu, dapat menimbulkan konflik dan permusuhan.
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Terlebih lagi jika kerugian salah satu pihak terasa besar dan berat baginya,
sehingga ia merasa rugi dan menyesal (Rahman, 2018).

Sistem Pajak pohon sagu di Desa Sendanu Darul lhsan ini termasuk ke
dalam jual beli muhagalah dan terdapat unsur gharar. Sistem Pajak pohon sagu
mengandung unsur gharar karena didalamnya ada unsur ketidakjelasan yaitu
ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena pada saat transaksi pohon sagunya itu
belum layak untuk dipanen/ belum bisa ditebang sehingga tidak dapat diketahui
dengan pasti bagaimana kondisi pohon sagu kedepannya. Sehingga hal ini
dilarang oleh hukum Islam karena adanya dalil yang shahih yang melarangnya.
Hadits riwayat Muslim no. 2783 :

(hesa 0)53) SR s (5 Bl g e a4 ) i i 5l (0 0B 500k il G
Artinya : “Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam
melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil)
dan cara lain yang mengandung unsur gharar (yang belum jelas barang, harga,
waktu dan tempatnya).” (HR. Muslim no. 2783)

Dari Hadits diatas dapat dipahami bahwa setiap jual beli yang masih
belum jelas maka batal hukumnya. Pelaksanaan sistem Pajak pohon sagu di Desa
Sendanu Darul lhsan termasuk dalam jenis jual beli muhagalah yaitu menjual
tanam-tanaman yang masih berada diladang atau dikebun sebelum tampak atau
menjualnya ketika belum layak dipanen. Rasulullah SAW bersabda :

, Byl y A5 340 5 AALN aa be alg 4l 4 L 40 Jsla 4 10 cllla i ol (o
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Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw
telah melarang jual beli Muhagalah, Muzabanah, Mukhadarah, Mulamasah dan
Munabadzah.” (HR. Al-Bukhari)

Dari Hadits diatas dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW melarang jual
beli muhagalah, dsbh. Alasan dilarangnya jual beli ini adalah karena objek yang
diperjualbelikan belum layak untuk dipanen, belum dapat dimanfaatkan dan
mengandung gharar, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual
ataupun pembeli, karena melanggar salah satu dari syarat jual beli (Muslich, Figh
Muamalat, 2010, p. 173). Sebagai seorang muslim kita tidak diperbolehkan
menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (gharar) (Hidayat, Figih
Jual Beli , 2015, p. 119). Pada dasarnya praktik gharar dapat merugikan pihak
yang terlibat dalam suatu transaksi, baik pembeli maupun penjual. Hal-hal yang
berbahaya itu awalnya tersembunyi, jadi kemungkinan keduanya akan merasakan
rugi, atau kerugian yang diderita salah satu pihak lebih besar daripada keuntungan
pihak lain (Rahman, 2018).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila terjadi musibah
kebakaran maka itu adalah tanggung jawab si pemajak yang harus menggantikan
dengan pohon sagu yang baru, tentu saja memberatkan bagi pihak pemajak
walaupun sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, namun alangkah
baiknya kesepakatan dalam jual beli tersebut tidak memberatkan sepihak, hal ini
tentu saja mengandung kebathilan dan berdampak pada segi perekonomian si

pemajak yang semakin sulit.
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Berdasarkan pertimbangan untung dan rugi, dapat diketahui bahwa sistem
Pajak pohon sagu di Desa Sendanu Darul lhsan lebih banyak menguntungkan
pihak Tauke (pembeli), karena ketika pohon sagu yang di Pajak sudah jatuh
tempo waktu penebangannya maka Tauke bisa mendapatkan keuntungan yang
sangat banyak dengan cara menjual pohon sagu dengan sistem biasa.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Maret 2021 kepada Ust.
Mukhtiar S.H.I selaku tokoh agama di Desa Sendanu Darul lhsan, yaitu : Apakah

dalam muamalah Islam membolehkan jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak ?

Dalam Islam tidak dibolehkan menjual buah maupun tanaman
sebelum layak untuk dipanen, ini ada di dalam Hadits riwayat
Bukhori yang melarang sistem Pajak pohon sagu, dalam Islam
dikenal dengan jual beli muhagalah. Jual beli muhagalah
adalah menjual tanaman yang masih berada dikebun atau
ladang yang belum layak untuk dipanen yang mana dalam
Islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar
dikatakan gharar karena kita tidak mengetahui bagaimana
keadaan pohon sagu selama sagu belum layak untuk ditebang
dan tentu saja jual beli seperti itu akan merugikan salah satu
pihak. Dalam sistem Pajak sagu ini tidak memenuhi syarat
dari jual beli yang terletak dibagian objek jual beli yang mana
apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka jual beli
menjadi tidak sah.

Dari jawaban responden dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam
tidak memperbolenkan menjual buah maupun tanam-tanaman sebelum layak
untuk dipanen. Sistem Pajak pohon sagu ini dikenal dengan jual beli muhagalah.
Dasar hukum dilarangnya jual beli seperti ini adalah terdapat dalam Hadits shahih
riwayat Bukhori yang menjelaskan mengenai larangan jual beli muhagalah.

Seluruh mazhab sepakat bahwa jual beli buah-buahan atau hasil pertanian
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atau perkebunan sebelum layak adalah batal atau tidak sah ini berdasarkan Hadits

| 8 alaaly A5l 5 A o (e pluy 4 Tl i gk 4 10 dlla ¢ ol G0
BAAN | dncaslall 3— (s Al ol g,
Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw
telah melarang jual beli Muhagalah, Muzabanah, Mukhadarah, Mulamasah dan
Munabadzah.” (HR. Al-Bukhari)
Para fugaha Hanafiyah memberi beberapa alternatif hukum jika belum
layak dipanen sebagai berikut :

1) Jika akadnya mengharuskannya harus dipetik, maka itu sah dan pembeli
harus segera memetiknya setelah berlangsungnya akad, kecuali jika ada
izin dari penjual.

2) Jika syaratnya tidak diikuti persyaratan apapun, diperbolehkan. Ada
perbedaan pendapat dengan Imam Syafi’i, Malik dan Ahmad yang
mewajibkan buah atau tanaman tersebut segera dipetik.

3) Jika akadnya mengharuskan buah atau tanaman tidak dipetik (tetap
dipohon) sampai masak, maka itu akadnya fasad. Sedangkan menurut
jumhur ulama batal.

Dalam hal ini jJumhur ulama mengartikan bahwa makna larangan tersebut
adalah jika buah atau tanaman tersebut belum layak dipetik, jadi jika disyaratkan
harus segera dipetik sah, karena menurut mereka sesungguhnya yang menjadi

halangan kesahannya yaitu gugurnya buah atau tanaman karena serangan hama.
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Kekhawatiran ini tidak bakalan terjadi jika langsung dipetik atau diambil
(Mas'adi, 2002, pp. 139-140).

Pendapat-pendapat tersebut berlaku juga untuk tanaman lain yang
diperjualbelikan layaknya ijon, seperti halnya yang terjadi di Desa Sendanu Darul
Ihsan. Di Desa tersebut biasanya masyarakat menjual pohon sagunya dengan
sistem Pajak ketika pohon sagu belum layak untuk dipanen dan belum bisa
dimanfaatkan, sedangkan kita tidak mengetahui bagaimana kondisi pohon sagu
kedepannya.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Maret 2021 kepada Ust.
Mukhtiar, S.H.l selaku tokoh agama di Desa Sendanu Darul Ihsan, yaitu :
Bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan agar sistem Pajak pohon sagu ini

tidak bertentangan dengan hukum Islam ?

Sebaiknya sistem Pajak pohon sagu ini dihindari karena dalam
sistem Pajak pohon sagu pasti ada salah satu yang dirugikan
dalam jual beli pun tidak boleh ada unsur gharar di dalamya.
Pada Pajak pohon sagu ini ghararnya terletak di objek yang
diperjualbelikan yang mana bisa menyebabkan transaksi
menjadi tidak sah. Sekalipun kita terdesak ekonomi,
hendaklah selalu didasarkan sesuai dengan perintah agama.

Berdasarkan jawaban dari responden yakni Pak Mukhtiar selaku tokoh
agama di Desa Sendanu Darul Ihsan dapat disimpulkan bahwa sebaiknya
masyarakat di Desa setempat menghindari sistem Pajak pohon sagu karena dalam
jual beli seperti itu pasti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan dalam

jual beli tidak boleh ada unsur gharar. Pada sistem Pajak pohon sagu unsur
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ghararnya terletak di objek yang diperjualbelikan yang membuat jual beli menjadi
tidak sah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili :

Ala plada I g2 cpablaial) aaf daly | i el A ) g8 ad) g O dadddl
Artinya : “Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya yang
mengancam salah satu dari penjual atau pembeli sehingga menyebabkan lenyap
atau musnahnya harta salah satu dari keduanya”. (Figih Islami Wa Adillatuhu :
4/437)

Unsur gharar dapat mengakibatkan transaksi menjadi tidak sah apabila
memenuhi unsur-unsur berikut ini :

1) Gharar terjadi pada akad mu ‘awadhah (transaksi bisnis)

Gharar terjadi pada akad-akad bisnis seperti, akad jual beli, akad ijarah

(sewa menyewa), akad syirkah, dan lain-lain.
2) Termasuk gharar berat

Gharar berat yaitu gharar yang bisa dihindari dan mengakibatkan konflik
antara pihak yang berakad. Gharar ini jenisnya berbeda-beda, tergantung dengan
kondisi dan tempat oleh karena standar gharar ini dikembalikan kepada wurf”
(tradisi).

3) Gharar terjadi pada objek akad

Gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada objek akad.
Sementara gharar yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan
(Adiwarman A. Karim, 2015, p. 77).

Pada hakikatnya jual beli bertujuan untuk meminimalisir atau meniadakan

unsur penindasan terhadap manusia dan menyelamatkan semua manusia dari salah
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satu pihak yang ingin berkuasa untuk mendapatkan keuntungan. Jual beli juga
memiliki manfaat yaitu menjaga hak-hak seseorang atas harta yang ia miliki
(Sahrani, 2011, p. 42).

Berdasarkan pendapat dari tokoh agama dapat peneliti simpulkan bahwa
sistem Pajak pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan termasuk ke dalam jual
beli yang mengandung unsur gharar yang meliputi jual beli muhagalah. Jual beli
muhaqalah dilarang karena menjual tanam-tanaman yang masih berada di kebun
atau ladang yang belum pantas untuk dipanen, hal ini dilarang karena ada unsur
gharar. Unsur gharar dalam sistem Pajak pohon sagu ini terletak pada objek jual
beli yaitu pohon sagu. Seluruh mazhab sepakat bahwa memperjualbelikan
tanaman atau buah-buahan sebelum pantas untuk dipanen adalah tidak
diperbolehkan.

Menurut hukum Islam jual beli seperti ini dilarang dan batal hukumnya
karena meskipun dari segi rukunnya sudah terpenuhi, tetapi ada syarat jual beli
yang tidak terpenuhi yaitu dari segi akadanya (ijab qabul) adanya unsur
keterpaksaan dari pihak penjual dan dari segi objeknya (ma’qud alaih) barang

yang diperjualbelikan mengandung unsur gharar (ketidakpastian).
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB 111, maka dapat
disimpulkan :

1. Sistem Pajak Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul lhsan, kecamatan
Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu dilakukan pada
saat pohon sagu belum layak untuk dipanen, masih muda dan belum bisa
dimanfaatkan yang mana pohon sagu dijual ke Tauke (pembeli) namun
waktu penebangan pohon ditangguhkan hingga pohon sagu sudah layak
untuk ditebang. Alasan penjual (pemajak) menjual pohon sagunya dengan
sistem Pajak yaitu karena terdesak duit dan memenuhi gaya hidupnya,
cara Tauke menghitung harga Pajak pohon sagu yaitu sesuka hati Tauke
saja yang mana Tauke lebih mengutamakan keuntungan yang ia peroleh.
Apabila terjadi musibah seperti kebakaran dan diusik oleh hama selama
proses pemajakan berdasarkan kesepakatan, apabila pohon sagu yang
terkena musibah itu belum layak untuk dipanen maka harus diganti oleh si
penjual (pemajak) dengan pohon yang baru. Hal ini akan membuat proses
jual beli pohon sagu dengan sistem Pajak semakin lama dalam jangka
waktu bertahun-tahun.

2. Pelaksanaan Sistem Pajak Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul lhsan,
Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti apabila

ditinjau dari segi hukum Islam yang meliputi rukun dan syarat jual beli
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serta dari macam-macam jual beli adalah tidak sesuai dengan hukum
Islam. Hal ini dikarenakan ada syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu
dari segi ijab kabul dan ma’qud alaih sehingga jual beli ini batal
hukumnya atau tidak sah, serta jual beli ini termasuk jual beli yang
dilarang oleh hukum Islam yang meliputi jual beli muhagalah yang
terdapat unsur gharar di dalamnya.
B. Saran

Melalui karya ilmiah ini, Peneliti memberikan saran yakni :
Diharapkan bagi Tauke (pembeli) di Desa Sendanu Darul Ihsan untuk
mempertimbangkan kembali cara dalam melakukan jual beli karena dalam
bermuamalah tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata, namun juga
perlu diperhatikan batasan-batasan Syara’ tentang hal yang diperbolehkan
dan yang tidak diperbolehkan. Pihak Tauke (pembeli) diharapkan dapat
memperbaiki kembali sistem Pajak pohon sagu ini supaya salah satu pihak
tidak ada yang merasa dirugikan. Hendaklah menghindari unsur gharar
dalam jual beli tersebut.
Diharapkan pihak-pihak yang melakukan aktivitas jual beli agar
mempelajari kembali hukum jual beli, supaya dapat mengetahui apa yang
sebaiknya diambil dan yang sebaiknya ditinggalkan, dapat memahami
mana yang haram dan halal, tidak merusak jual beli dengan jalan
kebathilan. Sehingga aktivitas jual beli menjadi jual beli yang sesuai

dengan syariat dan memberikan rasa aman bagi umat manusia.
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